TERKELUPASNYA PANCASILA
DARI PRAKTEK PEMERIN-
TAHAN: REFLEKSI DAN
AGENDA AKSI

Purwo Santoso”

Belakangan ini, Pancasila sempat menjadi momok,
bukannya menjadi kebanggaan dan acuan bagi segenap
komponen bangsa Indonesia dalam berfikir dan bertindak.
Banyak orang, termasuk pejabat negara, yang kehilangan
keberanian untuk mengaku sebagai Pancasilais, apalagi ketika
berhadapan dengan bangsa lain ataupun ideologi yang
berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, sekedar
untuk berbicara mengenai arti penting Pancasila sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pemerintahanpun, banyak
orang yang tidak merasa nyaman. Singkat kata, kita melihat
ada gejala terkelupasnya Pancasila dari keseharian kehidupan
berbangsa dan bernegara di negert ini. '

Telaah sederhana yang disa-
jikan dalam tulisan ini terfokus
pada problematika yang tersem-
bunyi di balik terkelupasnya Pan-
casila, utamanya dalam penye-
lenggaraan pemerintahan, lebih

khusus lagi dalam proses policy-

making. Penelusuran terhadap
problematika tersebut diharap-
kan akan memudahkan kita
dalam melacak implikasinya.
Dari rangkaian telaah ini akhir-
nya kita bisa merumuskan se-
rangkaian agenda aksi yang,

sekiranya dapat dipraktekkan
akan memberi pegangan dalam
mengatasi persoalan yang ada.
Selama ini, perbincangan ten-
tang ideologi, tepatnya Pancasi-
la sebagai ideologi negara, ber-
ada hampir sepenuhnya dalam
domain pemerintah. Pemerintah
di masa lalu memegang kendali
yang sangat ketat terhadap per-
wacanaan tentang ideologi.
Mengingat ketatnya kontrol pe-
merintah dalam persoalan ideo-
logis di negeri ini, maka kiranya

™ Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan ?ada Fakultas Ilmu Sosial dan
[lmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
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masuk akal kalau menelusuri
gejala terkelupasnya ditelaah
dari cara pemerintah memper-
lakukan ideologi. Tulisan ini jus-
tru bermaksud mengungkap ke-
terbatasan-keterbatasan, kalau
bukan kesalahan dan kelemah-
an, pemerintah. Sebelum mem-
persoalkan kesalahan masya-
rakat, terlebih dahulu kita cer-
mati bagaimana pemerintah
berideologi.

A. Observasi Gejala: Terkelu-

pas Pancasila

Agar observasi yang kita laku-
kan bisa dipertanggungjawab-
kan, penting kiranya diungkap-
kan kerangka berfikir yang dipa-
kai dalam menelaah praktek
keseharian kita dalam berpan-
casila. Setelah mepaparkan hal
ini, barulah akan dipaparkan
problema yang kita temukan
dalam observasi. '

1. Acuan Observsi

Bagaimana nalarnya sehing-
ga kita mensinyalir ada gejala
terkelupasnya Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari bangsa
Indonesia? Untuk bisa menun-
jukkan gejala ini, ada beberapa
hal yang buru-buru harus dikede-

pankan.

Pertama, ideologi adalah ide
yang benar-benar mengobsesi
perilaku'. Pancasila benar-benar
menjadiideologi kalau kita tidak
lagi memikirkannya, namun
mempraktekkannya. Pancasila
benar-benar menjadi ideologi
kalau kita, baik secara perorang-
an maupun secara kolektif, kita
sudah taking for granted bahwa
ajaran yang terkandung dalam
Pancasila adalah benar adanya.
Apakah saat ini kita sebetulnya
sudah taking for granted terhadap
ajaran yang terkadung dalam
Pancasila? Pancasila benar-be-
nar perperan sebagai ideologi
bangsa kalau segenap bangsa
Indonesia setiap spontanitasnya
adalah perilaku pancasialis. Pan-
casila belum efektif menjadi
ideologi sekiranya kita hanya si-
buk membicarakan, mempidato-
kan dan mengkhotbahkanya,
dan pada saat yang sama perilaku
kita tidak bisa dilacak konsis-
tensinya dengan ajaran Pancasi-
la itu sendiri. Eksistensi ideologi
tidak bisa ditemukan dari peng-
akuan melainkan dari perbua-
tan, termasuk pemikiran, dari
orang yang mengadopsinya.

Kedua, sudahkah kita menca-

! Pandangan ideologi sebagai orientasi obsesi inilah yang kemudian menempat-
kan istilah ideologi dalam stigma negatif. Pandangan ini yang digunakan oleh
Marx dan Engels, yang kemudian dalam perkembangannya menjadikan ideolo-
gi sebagai sumber ‘inspirasi’ sekaligus ‘kejumudan’ dalam perkembangan kajian
pengetahuan sosial. Lihat Thompson, John B. Kritik Ideologi Global, teor sosial kritis
dan tentang relasi ideologi dan komunikasi massa, terj. Ircisod, Yogyakarta, 2004. hal
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pai kondisi sebagaimana disebut-
kan di atas? Kalau jawaban ter-
hadap pertanyaan tersebutada-
lah ‘belum’ maka yang sebetul-
nya berlangsung selama ini se-
betulnya adalah proses ideolo-
gisasi, kalau bukan proses indok-
trinasi2. Oleh karena itu, telaah
yang disajikan dalam tulisan ini
perlu menaruh perhatian pada
proses ideologisasi yang telah
berlangsung. Ideologisasi adalah
upaya memastikan ada kaitan
antara gagasan yang abstrak-ide-
al dengan realitas kongkrit da-
lam kehidupan sehari-hari.
Sebagaimana diperlihatkan
dalam Skema 1, ada dua alur
dasar dalam rangka ideologisa-
si. Alur pertama adalah indok-
trinasi. Perilaku sehari-hari di-
tempa sedemikian rupa sehing-
ga konsisten dengan acuan ide-
ologis yang sudah dirumuskan.
Penempaan ini biasanya meng-
andalkan proses-proses kognitif.
Berbeda dengan alur pertama
yang sifatnya top-down, alur yang
kedua, bersifat bottom-up. Proses
seperti ini bisa ditempuh mana-
kala perilaku sehari-hari diyakini
telah terbingkai oleh ide-ide

- filosofis tertentu. Ide-ide tersebut

tidak lagi bisa dirasakan dan
tidak lagi perlu dipersoalkan
karena telah secara konsisten
mempolakan bekerjanya ber-
bagai sistem: politik, ekonomi,
politik, kultural dan sebagainya.
Sekali lagi, ide tersebut tidak
dirasakan karena telah merasuk
dalam tatanan sistemik. Tatanan
sistemik ini bisa jadi tidak ada
labelnya. Istilah sistem politik,
ekonomi, sosial, budaya tersebut
di atas sangat boleh jadi hanya-
lah perangkat akademik untuk °
mengkomunikasikan adanya
keteraturan tertentu. Lebih dari
itu, keteraturan tatanan sistemik
ini selanjutnya membingkai se-
cara efektif suatu tata kelem-
bagaan tertentu. Dalam konteks
ini, tata kelembagaan yang men-
jadi perhatian tulisan ini adalah
kelembagaan pemerintahan. Ke-
tika ide-ide filosofis yang ada te-
lah mengkerangkai, bahkan men-
jerat setiap individu untuk
mengikuti aturan main yang
ada, maka individu yang terlibat
sebetulnya tidak lagi menyadari
bahwa dirinya telah memprak-
tekkan rangkaian ide atau ide-

2 Ideologi adalah sebuah bentuk pengetahuan (savoir) yang mengandung kuasa,
yang agar efektif maka harus mampu dimanifestasikan dalam beragam strategi,
program dan teknik politik yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Strategi,
program dan teknik inilah yang menempatkan sebuah ideology menjadi kuasa
yang tidak dipertanyakan lagi, namun justru dipraktekkan karena sudah menja-
di bagian dari pengetahuan masyarakat pada sebuah masa. Lihat Michel Fou-
coult. Power/Knowledge; selected Interviews and Other Writings 1972-1977, The Har-
vester Press, Great Britain,1980. Hal:183-193
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Skema 1

refleksi

ologi tertentu®.

Sehubungan dengan hal ini
penting untuk ditegaskan bahwa
proses kognisi bukan satu-satu-
nya proses yang harus dikelola.
Orang yang faham belum tentu
sepakat dan mempraktekkan
apa yang dia fahami. Sebaliknya,
ada orang yang telah terbiasa
mempraktekkan apa yang dia
yakini. Orang-orang tersebut
tidak merasakan hebatnya apa
yang mereka praktekkan. Ketika
ada seorang pengamat yang se-
cara seksama mengamati peri-
laku mereka, pengamat tersebut
menemukan prinsip-prinsip

A
K4 Ideologisasi

Ide-ide filosofis:

Pancasila

indoktrinasi

yang mendasari perilaku terse-
but. Dalam kasus ini si pengamat
bisa saja mengatakan, tepatnya
mengeksplisitkan, ideologi yang
dipraktekkan oleh orang-orang
yang diamati. Dalam konteks ini,
ideologisasi berlangsung melalui
proses refleksi. Gagasan bahwa
Pancasila digali dari budaya In-
donesia sendiri lebih tepat difa- '
hami sebagai bekerjanya proses
dalam alur refleksi. Ideologisasi,
dalam konteks ini lebih merupa-
kan proses pengendapan ga-
gasan dan pemilihan terminolo-
gi untuk menamai ideologi terse-
but. Sehubungan dengan ada-

* Inilah yang disebut Anthony Gidden sebagai practical consciousness, sebuah prak-
* tik kesadaran agen dalam sebuah struktur legitimasi. Thompson, John B. Studies
in the Theory of Ideology, University California Press, California, 1984. hal 167-168.
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nya dua ekstrim cara memahami
ideologisasi tersebut di atas, da-
lam telaah ini difahami bahwa
esensi dari ideologisasi adalah
memastikan bahwa keputusan-
keputusan dan tindakan sesuai
acuan ideologis yang bersang-
kutan (dalam hal ini Pancasila).

Ketiga, pengkerangkaan peri-
laku sehari hari oleh butir-butir
gagasan filosofis, sebagaimana
diperlihatkan dalam Skema 1,
terjadi secara berlapis-lapis. La-
pis-lapis pengkerangkaan ini
tidak mudah dilihat, namun bu-
kan berarti tidak ada dan tidak
penting. Pengabaian terhadap
lapis-lapis pengkerangkaan
inilah yang, kemungkinan besar,
bisa menjelaskan mengapa Pan-
casila terkelupas dari kehidupan
sehari-hari. Ketika Sukarno
mengklaim bahwa Pancasila se-
betulnya digali dari budaya In-
donesia, maka perlu diidentifikasi
dan dipelihara pilar-pilar budaya
yang berperan vital sebagai pe-
nyangga Pancasila. Pengamatan
sepintas penulis tentang hal ini
mengisyaratkan bahwa kita ti-
dak serius mengidentifikasi ke-
rangka-kerangka sistemik mau-
pun kerangka kelembagaan yang
pada gilirannya bisa menjadi
bingkai riel perilaku pancasilais.

5

Hal yang setara juga terlihat
dalam kebijakan Orde Baru keti-
ka melangsungkan proses ideo-
logisasi. Yang dilakukan adalah
indoktrinasi. Lebih dari itu, nilai-
nilai Pancasila yang telah diurai
ke dalam Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4)
langsung dijadikan materi pelati-
han-pelatihan yang dirancang
untuk penataran*. Nilai-nilai ter-
sebut tidak dijadikan acuan un-
tuk menata kelembagaan, apala-
gi mengembangan tatanan sis-
temik yang ada. Jelasnya, proses
ideologisasi berlangsung dengan
mengajak setiap individu untuk
melakukan loncatan panjang.
Keempat, komitmen pada
ideologi, termasuk komitmen ter-
hadap ajaran Pancasila, tidak
bisa dipaksakan dengan represi
dan kekerasan. Ketika komitmen
ideologis direduksi sekedar men-
jadi ikrar dan bentuk-bentuk ver-
balisme, maka hasilnya adalah
kemunafikan. Pemaksaan ter-
hadap ajaran, paling banter ha-
nya menghasilkan konsistensi ke-
munafikan®. Jangan-jangan, cara
kita berideologi selama ini sebe-
tulnya hanyalah penampakan
konsistensi kemunafikan: me-
nunjukkan diri seolah-olah Pan-
casilais, namun sebetulnya tidak

4 Program ini mulai diberlakukan sejak tahun 1978.

5 Pada akhirnya akan menciptakan sebuah masyarakat yang munafik terhadap
rezim, terlihat sopan diluar namun beringas didalam. Jalaludin rahmat, menilai
masyarakat seperti ini juga tercipta dalam rezim Orde Baruy, sehingga dia mena-
makan masyarakat ini dengan dengan "homo orbaicus’. Jalaludin Rakhmat. Reka-

yasa Sosial, Rosdakarya, Bandung, 2005.
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peduli dengan Pancasila. Dari
observasi secara sepintas ter-
hadap cara kita berbangsa dan
bernegara dalam dekade bela-
kangan ini, terkumpul cukup
bukti bahwa bangsa Indonesia
tidak lagi serius memikirkan Pan-
casila. Tidak cukup bukt spon-
tanitas kita dalam berbuat, spon-
tanitas pemerintah dalam me-
nentukan kebijakan-kebijakan
publiknya, adalah perilaku pan-
casilais. Kalau sinyalemen ini
benar adanya, maka bangsa In-
donesia sedang terlibat dalam
kemunafikan kolektif: kemuna-
fikan dalam berpancasila.

Kelima, persoalan terkelupas-
nya ajaran Pancasila dari kese-
harian kita adalah persoalan ka-
dar. Masih ada sejumlah orang
yang serius mempraktekkan Pan-
casila dan justru sama sekali
tidak mendeklarasikan semangat
Pancasila dalam prakteknya.
Masih banyak spontanitas kita,
yang kalau dirasionalisasikan,
bisa di-claim sebagai ekspresi
ajaran Pancasila. Keseriusan kita
dalam berpancasila dan kepia-
waian kita dalam mengopera-
sionalisasikan semakin tidak me-
madai, namun tidak cukup alas-
an untuk mengatakan bahwa
Pancasila sepenuhnya terkelupas
dari keseharian kita dalam ber-
bangsa dan bernegara.

Keenam, terkelupasnya Pan-
casila dari keseharian kehidupan
kita terjadi dalam kurun waktu

yang relatif lama. Dalam kurun
waktu tersebut, bangsa ini juga
mengalami perubahan sosial-
ekonomi dan politik yang cukup
besar. Oleh karena itu, analisis
yang dilakukan tidak cukup de-
ngan memperlihatkan inkonsis-
tensi antara norma filosofis yang
dipatok dengan tindakan atau
perilaku para aktor yang terlibat.
Kesemuanya harus difahami se-
bagai bagian dari proses peru-
bahan. Pertanyaannya, apakah
Pancasila yang mengkerangkai
cara kita mengelola perubahan, |
atau justru hanyut/tenggelam
dalam perubahan tersebut?
Ketujuh, Pancasila sebagai
acuan ideologis perlu dimaknai
ulang secara terus menerus. Ha-
nya dengan cara itulah Pancasi-
la bisa dirasakan relevansinya
sebagai acuan berfikir dan ber-
buat. Sebagaimana agama yang
dihadapkan dengan keharusan
untuk direinterpretasikan, Pan-
casila juga dihadapkan pada ke-
harusan yang sama. Kegagalan
melakukan hal ini menjadikan
Pancasila tidak lebih dari sebuah
museum: fosil dari masa lalu.

2. Observsi Sekilas

Sehubungan dengan butir-
butir gagasan tersebut di atas,
penting kiranya kita jujur pada
diri sendiri. Seberapa jauh ke-
tidaksadaran (unconsious) atau
alam bawah sadar (sub-consious)
kita terbimbing oleh Pancasila?
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Untuk memperjelas indikasi te-
lah terkelupasnya Pancasila dari
kehidupan kita sehari-hari, da-
lam sub-bab ini akan dibeberkan
contoh-contoh dari keseharian
kita.

a. Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini menggariskan setiap
tindakan kita senantiasa diwar-
nai religiusitas dari agama yang
kita anut. Semangat ketuhanan
inilah yang menjadikan semua
agama mendapatkan kebebasan
untuk menjalankan perintah
dan larangan agama masing-
masing. Yang sering kita jumpai
dalam kehidupan sehari-hari
adalah mobilisasi solidaritas
keagamaan. Yang lebih serius di
asah adalah kesamaan identitas
kelompok pemeluk agama yang
bersangkutan. Mobilisasi solidari-
tas ini pada gilirannya me-
ningkatkan kerawanan terhadap
konflik yang melibatkan orang-
orang yang rela mati demi mem-
bela kelompoknya, dan pada gi-
lirannya justru mempersulit per-
wujudan sila ketiga: “Persatuan
Indonesia”.

Tidak sedikit kebijakan yang
tidak mencerminkan kuatnya
semangat dalam beragama. Kita

7

ambil contoh sederhana. Semua
agama kiranya mengajarkan ke-
berpihakan kepada orang mis-
kin. Kewajiban negara untuk
mengentaskan kemiskinan juga
digariskan dalam Undang-un-
dang Dasar. Namun, kita tahu
jumlah orang miskin tidak kun-
jung berkurang, dan orang-
orang kaya justru lebih menda-
patkan kemudahan dari peme-
rintah. Sila “Ketuhanan Yang
Maha Esa” tidak mudah untuk
serius memanifestasikan dalam
policy-making pemerintah, baik di
tingkat lokal maupun nasional.
Yang kita temukan di sejumlah
daerah adalah antusiasme untuk
memberlakukan hukum syariah,
bukan penguatan dan penda-
laman akhlak Islami®.
Semangat ketuhanan perlu
diperlihatkan dari kesediaan un-
tuk mengatakan yang benar itu
benar dan yang salah itu salah.
Lebih dari itu, sekiranya ada
tidakan yang salah, maka kita
dituntut untuk mencari cara
yang bijak untuk menghentikan
kesalahan dan mencegah kesa-
lahan agar tidak terulang lagi
oleh orang lain dan tidak teru-
lang lagi di masa-masa yang
akan datang. Orang Islam meng-

¢ Yangjustru muncul adalah beragam Perda dan Undang-undang yang menekan-
kan syariat Islam. Fenomena ini menguat justru seiring dengn desentralisasi,
beberapa daerah sebut saja diantaranya di Sumatera Barat muncul Perda No 11
Tahun 2001, Bengkulu dengan Perda No 24 Tahun 2000, di Enrekang dengan
Perda No 6 Tahun 2005, Balukumba dengan Perda No 4 Tahun 2003, Indramayu
dengan Perda No 7 Tahun 1999, Maros dengan Perda No 15 Tahun 2005 dan masih
banyak daerah yang lain. Lihat Suara Pembaruan, 14 Juni 2006
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istilahkan hal ini sebagai amar
ma’ruf nahi munkar. Pertanyaan-
nya, sudahkah kita memiliki
sistem untuk mencegah dan
menghentikan kemungkaran?
Sejauh pengamatan penulis: be-
lum. Yang terjadi justru sebalik-
nya. Bangsa Indonesia sangat to-
leran terhadap kesalahan. Kita
tidak cukup serius dalam mem-
bangun sistem untuk menghu-
kum orang-orang yang melang-
gar aturan, atau berbuat kesa-
lahan. Lebih dari itu, tidak sedi-
kit orang yang justru mendapat-
kan keuntungan dari kesalahan-
kesalahan yang diperbuat. Se-
bagai contoh, tidak sedikit kebi-
jakan pemerintah yang gagal
atau mengatasi masalah yang
hendak diatasi. Dalam situasi
seperti ini, pejabat-pejabat yang
telah gagal mengatasi masalah
justru mendapatkan anggaran
untuk menyelenggarakan kebi-
jakan yang persis sama. Artinya,
proses policy-making yang terja-
di justru sebetulnya telah mem-
plesetkan amar ma’ruf nahi
munkar menjadi amar munkar
nahi ma’ruf (mendorong kemung-
karan dan mencegah perbuatan
baik).

b. Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
Selama berpuluh-puluh ta-
hun kita tersobsesi untuk menge-
jar pertumbuhan ekonomi, tepat-
nya memfasilitasi proses akumu-

lasi materi. Di balik obsesi ini ter-
bersit asumsi bahwa, pertum-
buhan ekonomi atau akumulasi
material ini bermuara pada pen-
sejahteraan bangsa. Asumsinya,
pertumbuhan ekonomi me-
ningkatkan kualitas kemanu-
siaan kita. Asumsi ini ternyata
tidak selalu sesuai dengan ke-
nyataan. Pertanyaannya, berapa
banyak orang yang harkat ke-
manusiaannya semakin mem-
baik karena proses pemba-
ngunan ekonomi tersebut ? Pro-.
ses pembangunan yang berlang-
sung memang membuka pelu-
ang bagi sejumlah orang semakin
termanusiakan, namun tidak
sedikit yang justru semakin ter-
jerat oleh situasi yang tidak tidak
manusiawi yang diakibatkan
oleh pembangunan itu sendiri.
Point penting yang hendak
dikemukakan di sini adalah pe-
rumus kebijakan tidak merasa
bersalah telah gagal dalam men-
jabarkan semangat kemanu-
siaan. Mengapa demikian? Kare-
na Pancasila berada di luar jang-
kauan penghayatan terhadap
agenda besar: pembangunan
ekonomi. Layakkah kita mem-
perlakukan pembangunan eko-
nomi sebagai domain di luar
jangkauan Pancasila?

c. Persatuan Indonesia
Apakah segenap komponen

bangsa ini telah merasa nyaman

menjadi bagian dari kesatuan
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Indonesia? Aparat pertahanan
dan keamanan negara maupun
para pejuang kemerdekaan
Aceh telah membuang energi,
harta benda, nyawa dan kesem-
patan yang kesemuanya sangat
mahal, sebelum kemudian ber-
sepakat untuk bersatu dalam
kesepakatan-kesepakatan khu-
sus. Mengapa ini sempat terjadi?
Sementara itu, di penjuru lain
negeri ini masih juga beredar as-
pirasi untuk merdeka? Apakah
aspirasi untuk keluar dari sema-
ngat ‘Persatuan Indonesia’ kare-
na mereka memang tidak setia
pada Indonesia? Penjelasan yang
lebih masuk akal adalah, kita
tidak menyelenggarakan peme-
rintahan secara adil. “Persatuan
Indonesia” justru terkoyak ketika
pemerintah bukannya mengko-
reksi ketidakadilan melainkan jus-
tru melakukan represi.

Mari kita amati situasi yang
dihadapi oleh saudara-saudara
kita di pedalaman Papua. Mere-
ka tidak terjangkau oleh mesin
pemerintahan yang ada. Selama
berpuluh-puluh tahun mereka
dalam pembinaan dari jaringan
organisasi gereja. Denyut peme-
rintahan yang sesungguhnya ada
di kendali gereja. Hukum adat
yang menjadi basis kehidupan
kolektif mereka tidak dihormati
oleh negara, dan bahkan dalam
banyak kasus dilanggar oleh
negara. Negara hadir dengan
cara memberikan hak kepada

9

perusahaan-perusahaan untuk
memanen hasil hutan yang,
menurut ketentuan hukum adat,
adalah milik mereka. Ketika
masyarakat mempersoalkan hal
itu, mereka harus beradapan
dengan aparat keamanan. Se-
mentara mereka dirugikan oleh
kehadiran negara, bagaimana
kita berharap bahwa mereka
akan setia dengan Indonesia?

Mereka tidak terjangkau proses

pensejahteraan dan pelayanan

publik dasar yang diselenggara-
kan pemerintah: pendidikan,
kesehatan, penyediaan sarana

transportasi dan sebagainya. Di-

manakah Pancasila diletakkan

tentara ketika sedang memaksa-
kan kehendak agar mereka setia
pada Negara Kesatuan Republik

Indonesia?

d. Kerakyatan ipimpi
oleh H};kmatylgggij[;;(ggggéﬁ
Permusyawaratan/Perwa-
kilan
Kata ‘rakyat’ sangat jarang

dipakai oleh pemerintah. Yang

lebih sering dipakai adalah

‘masyarakat’ atau ‘penduduk’.

Mengapa demikian? Istilah

‘rakyat’ mengisyaratkan adanya

hubungan timbal balik dengan

negara, tepatnya hubungan hak
dan kewajiban. Sementara itu,
istilah ‘masyarakat’ mengacu
pada kolektivitas yang tidak
harus terkait dengan negara. Is-
tilah ‘penduduk’ merujuk pada
individu yang berdomisili di
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suatu lokasi. Apa yang tersirat di
balik pengamatan ini? Aparat
pemerintah sedang menyembu-
nyikan tanggung jawabnya se-
bagai pemerintah. Pemerintah
cukup menuntut kewajiban-ke-
wajiban dari rakyat dan tidak
harus repot-repot memastikan
tertunaikannya kewajibannya
kepada rakyat. Yang dilakukan
pemerintah adalah mengadmi-
nistrasikan penduduk, bukan
mengadministrasikan hak dan
kewajibab warga negara. Meng-
apa demikian? Negara, termasuk
penduduk yang ada di wilayah-
nya, diasumsikan sebagai milik
pemerintah, bukannya sebagai
milik bersama warga negara.
Oleh karenanya, kegiatan meng-
kritik pemerintah di masa lalu
dengan mudah dipelintir menja-
di ekspresi kebencian kepada
pemerintah, bukan ungkapan
tanggung jawab negara agar pe-
jabat negaranya tidak terjerat
dalam kesalahan-kesalahan.

e. Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia
Fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara’.
Begitu bunyi konstitusi yang,
tidak lain adalah, salah satu pen-

jabaran dari ajaran keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indone-
sia. Pertanyaannya, seberapa se-
rius pemerintah mengurusi fakir-
miskin dan anak-anak terlantar.
Identitas dan alamat si fakir mis-
kin pun tidak dengan mudah
diketahui oleh pemerintah®. Hal
ini terlihat ketika ada inisiatif
untuk membagi-bagikan san-
tunan kepada masyarakat mis-
kin. Pancasialiskah pemerintah-
an yang memfasilitasi akumula-
si modalnya orang-orang kaya
dan pada saat yang sama mem-
biarkan jumlah fakir miskin dan
anak-anak terlantar tetap miskin
dan terlantar?

B. Melacak Penyebab Terkelu-
pasnya Pancasila.
Sehubungan observasi spora-

dis yang disebutkan di atas ada

banyak kemungkinan penjelas-
an, dan kemungkinan-kemung-
kinan tersebut terbentang di an-
tara dua kutub penjelasan ber-
ikut ini. Kutub penjelasan perta-
ma, Pancasila adalah ajaran
yang tidak relevan. Pokok per-
soalannya ada pada substansi
ajaran atau nilai-nilai Pancasila.

Sejauh ini, belum ada pembuk-

tian terhadap kelemahan Pan-

7 Yang termaktub dalam pasal 34 UUD 1945

¢ Bahkan pengetahuan statistika dimanipulasi untuk kepentingan dominasi legi-
timasi pemerintahan, sehingga tidak mampu memberikan referensi yang akurat
tentang data kemiskinan. Lihat Aris Ananta, The negative and positive use of socio-

« economic statistic dalam Hadiz, Vedi R dan Daniel Dhakidae. Social Science and
Power in Indonesia. Equinox, Jakarta, 2005.
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casila sebagai suatu acuan ideo-
logis. Oleh karena itu, penjelasan
mengenai terkelupasnya Pan-
casila dari keseharian kita akan
dilakukan dari kutub penjelasan
kedua.

Adapun kutub penjelasan
kedua adalah bahwa bangsa
Indonesia yang tidak bersung-
guh-sungguh menjadikan Pan-
casila sebagai acuan. Isunya bu-
kan Pancasila, melainkan cara
kita ber-Pancasila. Penelusuran
jawaban terhadap terkelupas-
nya Pancasila dari kehidupan kita
yang dilakukan dalam tulisan ini
akan difokuskan pada imple-
mentasi gagasan, bukan pada
substansi gagasan tentang Pan-
casila itu sendiri. Mengapa begi-
tu? Citra buruk Pancasila sebe-
tulnya lebih karena ketidakmam-
puan kita sebagai bangsa untuk
mempraktekkan ajaran yang ter-
kandung di dalamnya. Seba-
gaimana disebutkan oleh Prof.
Safii Maarif, Pancasila selama ini
hanya dilafalkan, menjadi retori-
ka resmi yang kehilangan mak-
na.’

®  Kompas, November 2006.
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Terkelupasnya Pancasila dari
keseharian kita dikondisikan oleh
cara berfikir instrumentalistik,
yakni menggunakan sarana-sa-
rana ¢neans) tertentu untuk men-
capai tujuan (ends). Kecende-
rungan ini telah menjadikan kita
tidak sadar telah terbiasa men-
jadikan Pancasila sebagai means
untuk mencapai tujuan tertentu.
Pancasila tidak dihadirkan se-
bagai prinsip melainkan diha-
dirkan sebagai instrumen politik.
Sebagai contoh, penguasa de-
ngan mudahnya mendiskredit-
kan fihak lain (baca: lawan-la-
wan politiknya) dengan cara me-
labeli mereka sebagai orang yang
‘tidak Pancasilais’. Pelabelan
sekaligus dimaksudkan juga un-
tuk mencitrakan diri penguasa
sebagai Pancasilais'®. Pada saat
Pancasila telah diperlakukan se-
bagai senjata untuk memojokkan
lawan-lawan politik, Pancasila
sebetulnya telah kehilangan pe-
rannya sebagai ideologi. Pancasi-
la tereduksi sekedar sebagai alat,
tepatnya senjata, untuk mempro-
mosikan diri sekaligus memojok-

10 [ihat Dhakidae, Daniel. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam negara Orde Baru, Gra-
media Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hal 438-443
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kan fihak lain."

Kalau betul bahwa Pancasila
digali dari budaya bangsa Indo-
nesia sendiri, mengapa begitu
mudah Pancasila terkelupas dari
keseharian kita dalam berbang-
sa dan bernegara? Atas telaah
ini, bagian kedua akan menyaji-
. kan assessment terhadap dampak
terkelupasnya Pancasila dari ke-
hidupan berbangsa dan berne-
gara pada saat ini. Assessment ini
kiranya akan mempertajam pe-
mahaman kita tentang akar per-
soalan dan konsekuensi terkelu-
pasnya Pancasila. Pemahaman
akan hal ini kiranya memper-
mudah kita dalam merumuskan
langkah-langkah yang bisa di-
lakukan untuk mereproduksi
nilai-nilai Pancasila dalam ke-
hidupan sehari-hari.

Dalam setiap proses sosialisa-
si nilai-nilai Pancasila selalu di-
katakan bahwa nilai-nilai, yang
kemudian disebut sebagai Pan-
casila, digali dari kehidupan
bangsa Indonesia sendiri. Kalau
ini kenyataannya, maka ada be-

berapa hal yang penting untuk
dicatat. Pertama, terkelupasnya
Pancasila adalah konsekuensi
dari perubahan sosial-politik-kul-
tural yang terjadi. Indonesia me-
mang telah mengalami peruba-
han sangat mendasar sejak diru-
muskannya Pancasila. Kedua,
perubahan-perubahan yang ter-
jadi, sangat boleh jadi, berlang-
sung di luar kendali kita. Kita
hanyut dalam perubahan yang
dikendalikan oleh fihak-fihak
lain. Ketiga, Pancasila tidak men- .
jadi acuan dalam mengarungi
perubahan-perubahan yang ter-
jadi. Secara sederhana, sekali lagi
ideologi adalah suatu atau se-
rangkaian ide yang mengobsesi
perilaku para penganutnya.
Dalam kondisi ini, menjadi pen-
ting untuk dipertanyakan apa-
kah Pancasila sebetulnya telah
hadir sebagai ideologi. Kalau ob-
servasi kita benar bahwa Pan-
casila sebetulnya tidak mengob-
sesi perilaku kita, baik sebagai
individu warga negara maupun
sebagai penyelenggara kekua-

' Sebagai respon terhadap kecenderungan di atas, di masa lalu, banyak orang yang

mengaku-aku sebagai Pancasialis. Pengakuan mereka, secara akademis, tentu
saja harus dicermati. Sangat boleh jadi, pengakuan tersebut sebetulnya hanyalah
pilihan taktis untuk menyelamatkan diri. Kita tahu, Pancasila pada waktu itu
diperlakukan sebagai senjata politik. Pancasila diperlakukan sebagai label, te-
patnya pembeda antara penguasa dengan lawan-lawan politiknya. Lawan poli-
tik penguasa dengan mudah dilabeli sebagai fihak yang anti Pancasila. Penguasa
mendapatkan keabsahan untuk menghukum lawan-lawan politiknya dengan
alasan, si lawan adalah fihak yang anti pancasila atau musuh negara. Oleh karena
itulah — menurut nalar para penguasa— mereka pantas mendapat hukuman ter-
hadap apa yang mereka klaim sebagai pengkhianatan terhadap negara. Singkat
kata, Pancasila pernah efektif diperankan sebagai senjata, kalau bukan mantra
sakti, untuk perpolitikan penguasa. Ibid
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saan negara, maka kita sebetul-
nya tidak berideologi Pancasila.
Ketika ide yang mengobsesi pe-
rilaku mereka ternyata bukanlah
ide-ide dasar yang terkandung
dalam Pancasila, maka Pancasi-
la sebetulnya tidak lagi (atau be-
lum) hadir sebagai ideologi.

1. Bias dan Dominasi Negara
dalam Berideologi

Institusi yang secara sadar
memerankan diri sebagai pe-
ngendali perubahan sosio-kultu-
ral-politis adalah pemerintah
(penyelenggara kekuasaan nega-
ra). Pasca masa pemerintahan
presiden Sukarno, perubahan itu
disebut sebagai ‘revolusi’ dan
pada pemerintahan presiden Su-
harto perubahan itu disebut se-
bagai ‘pembangunan’ dan bela-
kangan ini disebut sebagai ‘refor-
masi’. Dibalik perubahan-per-
ubahan itu ada keputusan-kepu-
tusan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah untuk memastikan
berlangsung perubahan ke arah
yang dikehendaki. Sehubungan
dengan hal ini, ada sejumlah
pengamatan yang penting untuk
dicatat.

Pemerintah memposisikan se-
bagai pengelola perubahan-per-
ubahan yang terjadi. Hal ini
ditandai oleh pernyataan para
pejabat negara bahwa pancasila
diperankan sebagai ‘ideologi
negara’. Ini berarti bahwa pe-
merintahlah yang memposisikan
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~ diri sebagai pengendali proses

ideologisasi. Sehubungan dengan
hal ini, ada beberapa hal yang
penting untuk dicermati.

Pertama, Kita menyaksikan
adanya proses formal negara-isa-
siideologi di Indonesia. Gejala ini
berjalan beriringan, kalaupun
bukan menjadi penyebab utama,
terkelupasnya Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari kita.
Wilayah ideologis dibayangkan
sebagai wilayah negara.

Kontrol terhadap ideologi ada
pada tangan pejabat negara?
Kenyataan bahwa masyarakat
telah mempraktekkan Pancasila
(bahkan tanpa klaim bahwa
mereka melakukannya) akan lu-
put dari perhatian pemerintah.
Negara memonopoli pemaknaan
Pancasila sebagai ideologi. Prak-
tek monopoli ini mengisyaratkan
adanya keyakinan bahwa pe-
merintah lebih tahu tentang ope-
rasionalisasi Pancasila dari para
masyarakat. Monopoli ini juga
berarti eksklusi eksponen non-
negara dalam proses ideologisa-
si. Orang ‘sembarangan’ tidak
semestinya memasuki, apalagi
sampai mereproduksi nilai-nilai
yang disebut sebagai Pancasila.
Jelasnya, monopoli ini justru
menjadikan apapun yang diru-
muskan pemerintah sebagai pen-
jabaran dari Pancasila, justru
memicu kontroversi dan kemu-
dian mengundang resistensi.

Kedua, masyarakat, diperan-
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kan sebagai obyek dalam proses
ideologisasi. Perlakuan masya-
rakat sekedar sebagai obyek ide-
ologisasi ini kiranya masuk akal
jika sekiranya masyarakat me-
mang bodoh, dan bukan menja-
di arena untuk aktualisasi nilai-
nilai Pancasila. Eksponen non-
negara, seperti organisasi-orga-
nisasi kemasyarakatan, organisa-
si keagamaan, lembaga swadaya
masyarakat dan sebagainya bu-
kannya diperankan sebagai ba-
sis reproduksi nilai-nilai Pancasi-
la melainkan justru menjadi
kekuatan yang harus dicurigai
sebagai perlawanan terhadap
nilai-nilai Pancasila. Dalam rang-
ka itulah maka di masa lalu di-
berlakukan kewajiban bagi or-
ganisasi-organisasi tersebut un-
tuk mengikrarkan Pancasila se-
bagai satu-satunya azas.

Yang lebih penting lagi untuk
diungkap adalah nalar politik
dibalik itu. Pemerintah meme-
rankan bukan hanya sebagai
subyek, namun juga sebagai sub-
yek yang murni dan tidak ber-
masalah dalam mempraktekkan
Pancasila. Asumsi bahwa peme-
rintah, utamanya para pejabat
pemerintah, lebih Pancasilais
daripada masyarakat, perlu di-
uji kebenarannya dalam praktek
sebenarnya. Sekiranya komitmen
pemerintah terhadap Pancasila
juga tidak sempurna, maka tidak
cukup alasan bagi pemerintah
untuk memposisikan diri sebagai

subyek, yang bukan hanya tidak
bermasalah namun juga sangat
menentukan.

Katakanlah proses negara-isa-
si Pancasila ini bukanlah biang
keladi dari terkelupasnya Pan-
casila dalam kehidupan sehari-
hari kita, masih perlu diperta-
nyakan lebih lanjut kemampuan
pemerintah, sebagai organisasi
penyelenggara kekuasaan nega-
ra, untuk mereproduksi nilai-
nilai. Untuk menjawab perta-
nyaan ini, perlu kiranya kita
lakukan kajian yang seksama
dan mendalam tentang kapasi-
tas pemerintah menjalankan
fungsi reproduksi nilai-nilai.
Sambil menunggu adanya telaah
yang akurat tentang hal ini, ada
beberapa observasi yang penting
untuk dicatat.

Pemerintah tidak memiliki ins-
trumen dan kepiawaian yang
memadai untuk menjalankan
fungsi reproduksi nilai-nilai.
Lembaga yang paling kasat mata
dan mudah dimanfaatkan untuk
melakukan reproduksi nilai-nilai
adalah lembaga pendidikan.

Nah, mari kita cermati apa
yang dilakukan oleh lembaga
pendidikan. Proses pendidikan di
Indonesia, sejak dari tingkat
dasar hingga tingkat pendidikan
tinggi, tidak memperlihatkan
keseriusannya dalam mere-
produksi nilai-nilai kehidupan.
Yang dievaluasi, tepatnya hal
yang dikejar dan diukur, adalah
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akumulasi pengetahuan (proses
kognitif), bukan proses psiko-
motorik (penggalangan komit-
men etik).

Tidak sedikit dari lembaga-
lembaga keagamaan dinegeri ini
yang menyelenggarakan proses
pendidikan. Ketatnya aturan
dan standar yang diberlakukan
oleh pemerintah menjadikan ki-
nerjalembaga ini tidak lebih dari
pengemban peran pembantu pe-
merintah. Kurikulum dan ran-
cangan pembelajaran di lemba-
ga-lembaga tersebut dikontrol
begitu ketat oleh pemerintah,
dan tidak banyak menyisakan
ruang untuk mereproduksi nilai-
nilai baru. Lulusan lembaga pen-
didikan yang diselenggarakan
oleh Muhammadiyah, misalnya
tidak terlihat perbedaan dengan
lulusan sekolah negeri, karena
ruang untuk mengespresikan ke-
muhammadiyahan tidak cukup
terbuka.

Nilai-nilai yang direproduksi
oleh negara sangat rentan ter-
hadap distorsi. Sebagai contoh,
kewarganegaraan. Materi pen-
didikan kewarganegaraan, bu-
kan hanya mengedepankan di-
mensi kognisi dan tidak meng-
asah komitmen moral siswa,
melainkan juga berat sebelah:
lebih mengedepankan kepatuh-
an kepada penguasa dari pada
pengembagan kemampuan
mengkoreksi kesalahan pejabat
negara. Jelasnya, warga negara
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dibayangkan sebagai warga
yang ada dalam kendali pejabat
negara, bukan warga yang me-
miliki negara dan harus dijun-
jung tinggi hak-haknya oleh
negara.

Ketiga, penyebutan Pancasila
sebagai ‘ideologi negara’ mengi-
syaratkan bahwa pejabat nega-
ra memiliki hak mutlak, terma-
suk hak istimewanya untuk me-
maksakan kehendaknya dengan
aparat militer, untuk memasti-
kan setiap warga negara berperi-
laku sesuai dengan apa yang di-
fahaminya sebagai nilai-nilai
Pancasila.

2. Terbajaknya Negara oleh
Nilai-nilai Kemasyarakatan
Meskipun pemerintah sering

mengandalkan bekerjanya me-

sin-mesin resmi yang sifatnya
represif terhadap rakyatnya,
negara Indonesia sebetulnya
rentan terhadap pembajakan
nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat. Sebagai contoh: ke-
kerabatan atau persaudaraan
adalah nilai yang sangat dijun-
jung tinggi dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Para pe-
jabat negara tidak kuasa untuk
bertindak tanpa pandang bulu
(secara impartial) ketika mengu-
rusi kepentingan kerabat dan
saudara-saudaranya. Atas dasar
sinyalemen ini kita mudah me-
mahami mengapa nepotisme
tidak mudah dihapuskan dari
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penyelenggaraan pemerintahan
di negeri ini. Contoh lain: patro-
nage. Di berbagai komunitas, in-
teraksi antara elit dan massa ter-
pola sebagai hubungan antara
patron dengan client-nya. Sehu-
bungan dengan kuatnya sema-
ngat patron-clienti, hubungan
antara aparat birokrasi pemerin-
tah sangat kental diwarnai oleh
patronage ini.

3. Hanyut dalam Arus Ideolo-
gi-ideologi Alternatif
Obsesi untuk menjadikan

Pancasila sebagai ideologi nega-

ra tidak berlangsung di dalam

kevakuman ideologis. Sebelum
dirumuskan dan disepakatinya

Pancasila sebagai ideologi nega-

ra, di Indonesia sudah dikenal

dan diamalkannya ideologi-
ideologi lain yang boleh dibilang
sudah mapan. Di satu sisi kita
tahu ada ideologi yang bisa kita
sebut sebagai ‘kapitalisme pasar’
yang berjalan beriringan dengan
liberalisme, di sisi lain ada ideolo-
gi ‘kapitalisme negara’ yang ber-
jalan beriringan dengan sosialis-
me, kalau bukan komunisme.
Masing-masing ideologi memili-
ki pengikut fanatiknya. Lebih
dari itu, mereka mengembang-
kan militansi dalam mengamal-
kan ideologi tersebut. Masing-
masing fihak, tentu saja, berebut

claim tentang kebenaran ideolo-
gi mereka. Hal inilah yang oleh
pemerintah di masa kepemim-
pinan Presiden Suharto disebut
sebagai konflik ideologis.

Yang perlu dicermati dalam
hal ini bukanlah adanya konflik
ideologis tersebut, melainkan
bagaimana Pancasila dihadirkan
dalam suasana konflik ideologis
tersebut. Sehubungan dengan
hal ini, ada beberapa hal yang
penting untuk dicatat.

Pertama, yang dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru di masa
lalu dalam menghadapi apa
yang mereka sebut sebagai ‘kon-
flik ideologis’ adalah proses
deideologisasi atau pelucutan
ideologis. Muara dari proses de-
ideologisasi ini adalah berkem-
bangbiaknya pragmatisme. Pelu-
cutan ideologis tersebut di atas
pada dasarnya adalah proses ide-
ologisasi pragmatisme’?. Agenda
ini, menurut hemat penulis, cu-
kup berhasil diwujudkan, bah-
kan terlampau berhasil. Keber-
hasilan ini adalah juga keberha-
silan taktik untuk mendiskredit-
kan liberalisme dan sosialisme.
Alasan khas yang dipakai untuk
mendiskreditkan kedua kutub
ideologi tersebut adalah bahwa
ideologi-ideologi tersebut tidak
sesuai dengan jati diri bangsa In-
donesia.

! DimasaOrde baru dipraktikkan dengan keluarnya Ketetapan MPR No.11/1983
tentang asas tunggal untuk Parpol dan Golkar disusul dengan UU No.8/1985

tentang asas tunggal keormasan.
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Kedua, di balik tumbuh dan
berkembangnya pragmatisme,
sebetulnya semakin juga mengge-
jala ketidakfahaman tentang
wujud konkrit dari pilihan-pilih-
an ideologis yang ada. Deideolo-
gisasi yang berlangsung secara
sukses tersebut di atas sebetulnya
menjadikan bangsa Indonesia
tidak faham bahwa dirinya
sudah mengadopsi, bahkan men-
jadi agen untuk mereproduksi
wacana untuk mengembangkan
ideologi yang hendak dilucuti-
nya. Sebagai contoh, proses
deideologisasi dilakukan dengan
cara menciptakan kebencian ter-
hadap liberalisme dan komunis-
me. Sayangnya, proses pencip-
taan kebencian terhadap kedua
ideologi ini tidak dilakukan de-
ngan menjelaskan secara telak
dan akurat kelemahan dari
ideologi-ideologi tersebut. Libe-
ralisme dipresentasikan sebagai
tindakan semau gue (anarkhisme)
dan komunisme dipresentasikan
kejahatan Partai Komunis Indo-
nesia (PKI)®.

Yang hendak dikatakan di sini
adalah bahwa, banyak orang
tidak tahu apa yang seharusnya
dimusuhinya, dan pada saat ber-
samaan mereka tidak sadar se-
dang mempraktekkan sebuah
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ideologi yang sebenarnya oleh
pemerintah ingin dilucutinya.
Mengapa demikian? Ideologi
hadir dalam berbagai wacana
(perbincangan sehari-hari) da-
lam komponen-komponen yang
terurai'. Ideologi liberal masuk
ke dalam benak kita tidak de-
ngan label ‘liberal’ itu sendiri. Li-
beralisme masuk ke dalam benak
kita melalui sepihan-serpihan
gagasan yang, tentu saja tidak
berlabel ‘liberal’, misalnya: (1)
pengembangan obsesi untuk
mengejar kemajuan melalui pen-
dayagunaan potensi individual,
(2) penekanan terhadap penting-
nya perlindungan terhadap hak
dari pada kewajiban, (3) mini-
malisasi peran dan kendali nega-
ra dalam pengelolaan kepen-
tingan publik dan sebagainya.
Diterimanya serpihan-serpihan
gagasan dan dipraktekkannya
gagasan tersebut sebetulnya
menandai telah berlangsungnya
proses liberalisasi. Dalam situasi
tersebut, pengendali proses de-
ideologisasi tidak menyadari bah-
wa negerinya telah terlanda li-
beralisasi.

Ketiga, penyelenggara kekua-
saan negara memiliki keterba-
tasan yang sangat serius dalam
mengelola ide (the politics of

3 Politik bahasa menjadi alat yang efektif pada masa rezim Orde Baru, dengan
membajak makna maka kuasa kemudian dapat diraih ini tidak dapat dilepaskan
dari tafsir sejarah yang monolitik. Lihat Daniel, opcit, hal. 195-196

4 Indikasi kuasa ideology dapat kita lihat dari proses kebahasaan sebagai disposisi
yang mempengaruhi praktik yang oleh Bordieu disebut Habitus. Lihat Thomp-

son (1984), opcit, hal. 52-55
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ideas). Keterbatasan yang paling
fatal adalah ketika mencam-
puradukkan ‘ide’ dengan ‘iden-
titias’. Ketakutan terhadap fa-
ham komunis yang diajarkan
oleh Partai Komunis Cina ditin-
daklanjuti dengan represi dan
diskriminasi politik terhadap
warga negara Indonesia ketu-
runan (beridentitas etnis) Cina.
Sementara itu, pemerintah Orde
Baru tidak menyadari bahwa di-
rinya mempraktekkan gagasan
sosialis/komunis yang meng-
gariskan sentralistas peran nega-
ra. Salah satu pilar gagasan so-
sialisme/komunisme adalah bah-
wa negara, melalui birokrasi dan
kapasitas melakukan peren-
canaan sosial ekonomi, meme-
gang peranan sentral. Mengapa
hal ini terjadi, pemerintah meng-
geser persoalan ide menjadi per-
soalan identitas. Yang menjadi
persoalan adalah adanya orang
berlabel atau beridentitas sosia-
lis/ komunis bukan paketide so-
sialisme/komunisme itu sendiri.

Keempat, ketidakpiawaian
pertarungan ideologis (the politics
of ideas) terlihat dari hanyut pe-
merintah dalam arus pragmatis-
me. Pragmatisme inilah yang
menjadikan Pancasila terkelupas
dalam keseharian kehidupan
berbangsa dan bernegara di In-
donesia. Proses deideologisasi

yang dilangsungkan di masa
lalu, bisalah diterima sebagai
tahapan awal dalam mengha-
dapi rival Pancasila sebagai pa-
ket ideologis. Namun, seperti
yang telah disebutkan di atas,
deideologisasi ternyata justru ber-
muara pada kegagapan beride-
ologi karena derasnya tuntutan
untuk merespon persoalan-per-
soalar. kongkrit secara agresif
demi kecepatan mengelola pro-
ses pembangunan. Keberhasilan
Orde Baru dalam membangun
Indonesia tidaklah diukur dari
kepatuhan dalam mempraktek-
kan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila ketika sedang
mengelola proses tersebut. Ke-
berhasilan dalam pembangunan
ekonomi diukur dengan ukuran-
ukuran ekonomis yang tidak ada
kaitannya dengan Pancasila.
Kita tahu bahwa ukuran-ukuran
kemajuan ekonomi yang dipakai
bersifat sangat materialistik:
Gross Domestic Product (GDP),
meningkatnya volume tabungan
masyarakat, meningkatnya in-
vestasi dan sebagainya'. Bah-
wa, sekiranya proses yang di-
hasilkan tidaklah manusiawi
(tidak sesuai dengan sila kedua),
atau menimbulkan potensi per-
pecahan negara (mengancam
aktualisasi sila ketiga), dan seme-
na-mena (tidak sejalan dengan

> Penciptaan dan citra ekonomistik bahkan mengintervensi statistika. Lihat Aris

Ananta, opcit
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sila keempat), dan memicu rasa
ketidakadilan (mempersulitaktu-
alisasi sila kelima), tidaklah men-
jadisoal. Jelasnya, pragmatisme
yang berlangsung di balik obsesi
mengejar pertumbuhan ekonomi
telah menjadikan bangsa ini ter-
lena: melupakan Pancasila, atau
mereduksinya menjadi slogan
formal.

Kelima, ideologisasi tidak be-
rangkat dari keseharian praktek
berbangsa dan bernegara. Seba-
liknya, ideologisasi berangkat
dari upaya penjejalan kognisi
atau informasi, dengan harapan
informasi yang diindoktrinasi-
kan akan manifest dalam kehi-
dupan sehari-hari. Hasil dari
proses ini tidaklah lebih dari ver-
balisme atau pelafalan Pancasi-
la, bukan kehidupan yang Pan-
casilais. Pancasila diperlakukan
sebagai ‘kata benda’, bukan se-
bagai ‘kata sifat’. Yang lebih
penting adalah telah mendapat-
kan label atau berhasil mencitra-
kan diri sebagai Pancasilais, me-
mastikan adanya konsistensi an-
tara nilai-nilai Pancasila dalam
tindakan sehari-hari. Penampak-
an (dalam bentuk pengakuan
formal) lebih dikedepankan dari
pada aktualisasi secara substan-
tif. Singkat kata, proses ideolo-
gisasi yang bersifat top-down dan
dilakukan secara besar-berasan
menghasilkan kemunafikan
yang sistemik.

Kenam, Pemerintah Orde
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Baru mengambil keuntungan
dari kegagalan dalam melaku-
kan proses ideologisasi tersebut.
Pemerintah, bukan hanya tidak
mempertanggungjawabkan ke-
gagalannya dalam mengelola
proses ideologisasi, melainkan
juga meninggal kesan bahwa
kesalahan dalam proses ideolo-
gisasi adalah kesalahan masya-
rakat. Pada tataran praktis, telah
disinggung di bagian awal tu-
lisan ini, bahwa Pancasila de- .
ngan mudah tereduksi menjadi
label pembeda antara penguasa -
dengan lawan-lawan politik.
Kita tahu bahwa terpojoknya la-
wan-lawan politik penguasa,
sama sekali tidak berarti bahwa
penguasa negeri ini saat itu be-
tul-betul Pancasilais. Dalam situ-
asi seperti ini, mengaku-aku se-
bagai Pancasilais adalah cara
paling mudah untuk menyela-
matkan diri dari penindasan
penguasa.

Secara diam-diam, Pancasila
telah terseret dalam arus ideolo-
gi global yang menerpa seluruh
penjuru dunia: kapitalisme
pasar. Kenyataan bahwa kapi-
talisme pasar telah merasuki tata
pemerintahan tidak pernah di-
akui secara terbuka, namun sa-
ngat mudah untuk ditunjukkan
komponen-komponennya. Pan-
casila, bukannya semakin teguh
dijadikan acuan dalam me-
ngarungi derasnya arus ideologi
global, namun juga secara diam-
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diam telah ditanggalkan. Untuk
memahami signifikansi hal ini,
mari kita cermati contoh berikut

Pemerintah telah ikut arus
dalam mendefinisikan keadilan.
Dalam konsep lama, konseptua-
lisasi keadilan yang kita pakai
merujuk pada pengertian distri-
butive justice. Adil merujuk pada
distribusi sumberdaya dan ke-
cukupan kebutuhan. Ketika kita
telah hanyut dalam arus kapita-
lisme pasar, konsep keadilan
yang dirujuk adalah procedural
justice. Adil, dalam konteks ini,
merujuk pada pemberian kesem-
patan yang sama pada setiap
orang. Konseptualisasi semacam
ini konsisten dengan obsesi un-
tuk mengembangkan sistem
yang kompetitif, dimana peme-
rintah tidak lagi menjadi pelaku
utama. Pemerintah, meskipun
masih menjadi dambaan masya-
rakat untuk memberi solusi bagi
masalah-masalah mereka, se-
makin jelas memposisikan diri
sesuai dengan resep liberal: se-
bagai fasilitator. Konseptualisasi
tentang keadilan yang seperti ini
mencitrakan pemerintah tidak
pandang bulu, namun sebetul-
nya justru memperparah rasa
ketidakadilan. Mengapa? Prinsip
procedural justice diberlakukan
pada saatnegara telah mengem-

bangkan sistem yang timpang:
ada segelintir warga negara yang
kaya raya dan ada lapisan ma-
yoritas yang miskin. Pember-
lakukan procedural justice dalam
kaitan ini, justru semakin men-
justifikasi adanya kelompok ma-
yoritas yang berstatus sebagai
kelompok yang kalah bersaing.
Sehubungan dengan hal itu, ka-
lau toh procedural justice tidak
bisa dielakkan sebagai prinsip
yang harus ditegakkan, haruslah
terlebih dahulu pemerintah
memberlakukan corrective justice.
Sebelum diberlakukan prinsip
procedural justice, pemerintah
harus memberlakukan proses
pensetaraan sehingga kompetisi
berlangsung di dari garis start
yang sama'.

Pergeseran konseptualisasi
keadilan, dari distributive justice
ke procedural justice boleh jadi
tidak bisa dihindari. Perubahan
lingkungan politik-ekonomi stra-
tegis, bisa jadi mengharuskan
kita menggeser konseptualisasi
tentang keadilan. Kalau toh itu
pilihannya, rekonseptualisasi ini
haruslah: (1) Dimusyawarahkan
(kalau tidak diperdebatkan) se-
cara terbuka dan terkelola. Ke-
terbukaan dan kesengajaan pe-
merintah untuk melakukannya
tidak cukup terlihat selama ini.
Karena itulah, kita menyebut pe-

16 Namun yang justru terjadi secra appriori kedalam lembaga dan aturan peradilan,
dalam bahasa Rawls disebutnya “imperfect procedural justice”. Untuk lebih jelas
lihat John Rawls, A Theory of Jutice, MA. Harvard Univ. Press, Cambridge, 1971
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merintah hanyut dalam peru-
bahan yang harusnya justru di-
siasati, (2) Manifestasi dari pe-
rubahan acuan dalam pene-
rapan prinsip keadilan harus ter-
kelola dengan baik dalam peru-
musan sistem ekonomi dan
sistem politik. Pertanyaannya,
bagaimanakah sistem ekonomi
dan politik yang konsisten de-
ngan pemaknaan Pancasila pada
saat ini? (3) Pelembagaan Pan-
casila dalam perilaku sehari hari
harus terlihat dalam pelemba-
gaan kegiatan-kegiatan ekonomi
dan kegiatan-kegiatan politik
yang ada. Tanpa itu, maka kita
sebenarnya bukan hanya tidak
mengacu pada Pancasila, namun
juga tidak sadar sedang terseret
dalam ideologi lain.

C. Implikasi: Buruknya Kiner-
ja Institusi dan Sistem
Adabanyak implikasi dari ter-

kelupasnya acuan ideologis (Pan-

casila) yang bisa ditemukan dari
kehidupan sehari-hari kita. Ka-
jian sederhana ini mungkin tidak
merunut semua implikasi terse-
but, namun sebuah perunutan
implikasi sistemik yang pernah
terjadi. Tidak jelasnya acuan ide-
ologis yang kita miliki menjadi-
kan kita tidak punya pegangan
dalam membakukan tatanan
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sistemik di bidang pemerintahan.
Tidak sedikit tatanan sistem yang
diwariskan oleh generasi sebe-
lumnya tidak bisa kita pertahan-
kan.

Mengapa perunutan dibatasi
hanya pada implikasi sistemik?
Pertama, kita hidup di jaman
modern. Pemerintahan modern
dituntut untuk bekerja dalam
koridor ataupun tatanan sis-
temik. Sistem adalah tawaran
terbaik untuk mengelola kom-
pleksitas kehidupan modern.
Kedua, dalam konsepnya, “sis-
tem” tidak seabstrak ideologi
ataupun falsafah hidup, namun
juga tidak sedetail persoalan se-
hari-hari. Tatanan sistemik harus
dikembangkan sedemikian rupa
agar acuan-acuan ideologis yang
terkadung dalam Pancasila lebih
jelas penjabarannya dalam prak-
tek kehidupan sehari-hari. Sejauh
yang penulis bisa cermati, justru
dalam hal inilah kita lengah atau
tidak secara sungguh-sungguh
melakukan penjabaran Pancasi-
la. Kita semua diajak melakukan
loncatan berfikir yang terlalu
jauh, meloncat dari tataran fi-
losofis ke tatanan detail opera-
sional. Ketiga, butir-butir gagasan
yang terkandung di dalam Pan-
casila bukanlah butir yang ber-
diri sendiri-sendiri, seakan tidak

'7 Lebih lanjut Thomson menjelaskan modus operasi dari ideologi kedalam sistem,
sebuah proses penanaman ideologi melalui beberapa tahapan strategi yaitu dari
legitimasi sampai reifikasi. Lihat Thompson, [deology and Modern Culture, dalam
The Polity Reader in Social Theory, Polity Press, Cambridge, 1994. Hal 133-141
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terkait satu sama lain. Pema-
haman tentang nilai-nilai Pan-
casila mengharuskan kita suatu
kebulatan berfikir dan bekerja se-
cara sistemik dalam menjabarkan
Pancasila.

Mengingat begitu luasnya ca-
kupan analisis sistemik yang
harus dilakukan dalam rangka
merumuskan penjabaran Pan-
casila, untuk itu tulisan ini masih
melakukan pembatasan cakupan
pembicaraan. Dalam hal ini
tatanan sistemik yang akan di-
jadikan rujukan pembahasan
adalah ekosistem. Selama ini
ideologi Pancasila mengelupas
dan menjadikan kita tidak punya
acuan, atau setidaknya tidak se-
rius berpegang pada kaidah-
kaidah sederhana yang sebetul-
nya tidak sulit untuk dimenger-
ti. Untuk melacak implikasi-im-
plikasi penting, ada beberapa
kasus yang dapat disoroti untuk
mengkontekstualisasikan pem-
bicaraan.

Kasus 1: Kerancuan Sistemik
Pengelolaan Hutan

Mari kita lacak kinerja peme-
rintah dalam menegakkan kai-
dah praktis dan sederhana, dan
melalui penegakan kaidah ini
kita bisa menemukan kekacauan
sistemik yang terjadi. Ada baik-
nya kita mulai dengan mencer-
mati contoh berikut ini. Pertama-

tama kita review apa yang telah
terjadi, setelah itu kita renungkan
implikasi sistemik yang terjadi.

a. Transformasi sistemik

Dalam masyarakat petani
yang bersahaja berlaku kaidah
sederhana namun vital: “agar
bisa memanen harus ada seseo-
rang menanam”. Agar tetap bisa
panen, harus dipastikan ada
orang yang menanam sebanyak
yang ditebang. Kaidah sederha-
na inilah yang menjadikan sum-
berdaya hutan yang sudah sejak
dahulu kala dikaruniakan Tuhan
tetap lestari (sustainable). Prinsip-
prinsip sederhana tersebut di
atas sebetulnya adalah pilar
penting dalam pengelolaan hu-
tan yang terjadi sebelum negara
mengerahkan daya dan upaya-
nya untuk mengubah ekosistem
hutan.

Sadarkah anda bahwa pene-
gakan prinsip tersebut di atas se-
betulnya adalah juga ekspresi
religiusitas masyarakat? Meski-
pun ekspresi tersebut sudah tidak
dikalkulasikan secara rasional
oleh masyarakat. Bagi muslim,
kesediaan untuk mematuhi kai-
dah sederhana ini adalah kon-
sekuensi dari keberagamaannya;
konsekuannya dari amanat re-
ligius untuk menjadi khalifah di
muka bumi®®. Sebagai khalifah,
mereka terikat pada larangan

18 Dari beragam ayat, salah satunya tertera dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 30.
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untuk membuat kerusakan. Jelas-
nya, kaidah sederhana tersebut
di atas adalah ekspresi alamiah
dari sila pertama: “Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Kemampuan
masyarakat untuk membakukan
mekanisme untuk menegakkan
kaidah ini, menjadikan sumber-
daya hutan tetap dalam kondisi
berlimpah.

Apayang terjadi ketika peme-
rintah —dalam hal ini Departe-
men Kehutanan —mengambil
alih kendali dalam pengelolaan
sumberdaya hutan atas nama
negara? Apakah Departemen
Kehutanan masih peduli dengan
kaidah sederhana dalam penge-
lolaan alam sebagaimana dise-
butkan di atas? Kalau toh peme-
rintah regulasi yang dibuatnya
menjunjung tinggi kaidah terse-
but di atas, seberapa sanggup
Departemen berhasil mewujud-
kannya dalam praktek penge-
lolan hutan di negeri ini? Peng-
amatan sepintas penulis kinerja
Departemen Kehutanan dalam
mengelola keberlanjutan sumber-
daya hutan tidak bisa dibangga-
kan. Salah satu sebabnya adalah,
ketidakberdayaan dalam mene-
rapkan kaidah sederhana yang
telah diajarkan para petani. Be-
ratus-ratus perusahaan menda-
patkan konsesi dari Departemen
Kehutanan. Mereka mendapat-
kan hak untuk memanen hutan,
dan pada saat yang sama, memi-
liki peluang keleluasaan meng-
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abaikan tanggungjawabnya
menghutankan kembali ka-
wasan yang telah dipanen kayu-
kayunya. Apa pelajaran yang
bisa kita petik dari cerita di atas?

Pertama, religiusitas (rasa ke-
tuhanan) yang terekspresikan
dalam tatanan masyarakat yang
bersahaja memiliki implikasi yang
jelas bagi kelestarian sumberdaya
hutan. Jelasnya, sistem pengelo-
laan kehutanan terlihat sebagai
turunan dari sila Ketuhanan
yang Maha Esa.

Kedua, intensitas dan eksten-
sitas interaksi ummat manusia
dengan alam (tepatnya sumber-
daya hutan) meningkat secara
dramatis ketika negara mengam-
bil alih fungsi pengelolaannya.
Peningkatan pengelolaan hasil
hutan secara besar-besaran di-
lakukan atas nama pertumbuh-
an ekonomi, yang nota bene ada-
lah agenda utama pemerintah
Orde Baru. Sehubungan dengan
hal ini, ada beberapa hal yang
penting untuk dicatat: (1) Eks-
ploitasi sumberdaya hutan secara
besar-besaran telah ikut melem-
bagakan struktur ekonomi yang
oligopolistik. Perekonomian me-
mang mengalami pertumbuhan,
namun pertumbuhan tersebut
sebetulnya dinikmati sebagian
kecil bangsa Indonesia. Jelasnya:
pengelolaan hutan yang berlang-
sung telah mentransformasi
sistem perekonomian, dari yang
wataknya sederhana dan egali-
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tarian menjadi sistem yang eli-
tis', (2) Tumbuh dan berkem-
bangnya elit ekonomi dari proses
eksploitasi sumberdaya hutan,
ironisnya justru melemahkan
otonomi relatif pejabat negara
yang mengendalikan eksploitasi
hutan. Negaralah yang secara
resmi mengalokasikan hak
pengelolaan hutan, tepatnya
yang meredistribusikan akses ter-
hadap sumberdaya hutan. Na-
mun adanya elit ekonomi yang
kaya raya justru menjadikan
birokrasi pemerintah yang ber-
fungsi meregulasi mereka justru
rentan terhadap tekanan dari elit
ekonomi tersebut.

Ketiga, obsesi untuk mengejar
pertumbuhan ekonomi telah
mengelupaskan religiusitas.
Pengelolaan hutan yang hampir
sepenuhnya berada dalam ken-
dali Departemen Kehutanan, te-
lah bergeser dari ekspresi reli-
giusitas menjadi persoalan tek-
nis-administratif. Inilah wujud
kongkrit dari pragmatisme yang
berkembang dalam pengelolaan
hutan. Manajemen sumberdaya
hutan tidak ada sangkut pautnya
dengan religiusitas. Dalam kon-
teks inilah sila pertama terkelu-
pas dari interaksi kita dengan

alam.

Keempat, drastisnya pening-
katan skala dan intensitas per-
ubahan ekosistem yang berlang-
sung di kawasan hutan tidak di-
imbangi dengan pengembangan
kapasitas institusional untuk
menjaga kelestarian sumberdaya
hutan. Sumberdaya ekonomi
yang dikumpulkan oleh peme-
rintah dari proses eksploitasi
sumberdaya hutan tidak dengan
mudah dikonversi menjadi ka-
pasitas kelembagaan dan efekti-
vitas mengelola sumberdaya ke-
hutanan.

Kelima, kalau kelestarian sum-
berdaya hutan adalah kaidah
yang harus ditegakkan dalam
pemanfaatan sumberdaya ini,
maka kinerja Departemen Kehu-
tanan sangatlah jauh dari me-
muaskan. Komitmen ekologis
dari para ahli dan teknisi yang
menguasai proses eksploitasi hu-
tan telah terkelupas dari religiusi-
tas dalam berinteraksi dengan
alam dan penciptanya.

Keeman, perubahan ekosiste-
mik (kondisi bio-fisik) hutan se-
cara besar-besaran dalam kurun
waktu yang relatif singkat (jika
dibandingkan dengan umur hu-
tan itu sendiri), jelas memiliki

1% Kecenderungan berpihaknnya Pemerintah pada golongan tertentu ini masih ter-
jadi hingga sekarang. Banyak kasus yang sempat tercatat, salah satunya pelaran-
gan izin tebang hutan bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya, namun justru
menerbitkan HPH untuk pengusaha yang tidak tinggal menetap diwilayah itu.
Akibatnya tidak ada ‘efek jera’ jika terjadi perusakan hutan. Lihat Kompas, Men-
hut: Masyarakat Adat Dilarang Terbitkan Izin Penebangan Hutan, Selasa, 29 Maret

2005.
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implikasi ekonomi-politik yang
serius. Perlu ditegaskan di sini
bahwa, ketika memposisikan diri
sebagai poros pengelolaan sum-
berdaya hutan, secara politis
Departemen Kehutanan sebetul-
nya juga menjalankan proses re-
distribusi berkah dan musibah.
Satu sisi ada segmen masyarakat
yang mendapatkan keuntungan
secara besar-besaran, dan yang
lain harus mewarisi berbagai
problematika. Ada sejumlah kecil
orang yang “tiba-tiba” menjadi
konglomerat, sambil menyisakan
lainnya tetap melarat. Amanat
konstitusi untuk mengelola sum-
berdaya hutan ‘sebesar-besar
untuk kemakmuran rakyat’
akhirnya terpeleset menjadi pe-
ngelolaan sumberdaya hutan
‘untuk rakyat yang besar-besar’.
Negara (dalam hal ini Departe-
men Kehutanan) sebetulnya ter-
jerat dengan pengingkaran sila
‘keadilan sosial bagi seluruh rak-
yat Indonesia’, yang juga mem-
prihatinkan ketika menjalankan
perannya dalam pengelolaan
hutan. Rendahnya, —sekiranya
memang ada — komitmen religius
dalam pengelolaan hutan se-
makin mengkondisikan kesulitan
dalam menegakkan sila yang
lain. Dalam konteks ini, eko-
sistem justru berperan sebagai
medium politik-ekonomi, tepat-
nya menjadi medium untuk
meredistribusikan berkah dan
musibah.
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b. Implikasi kelembagaan

Sehubungan dengan per-
ubahan yang berlangsung secara
dramatis dalam skala besar terse-
but di atas, ada berbagai proble-
ma institusional yang mengemu-
ka dan ketentuan tatanan sistem
yang perlu dicermati.

Pertama, setelah skema kon-
sesi pengelolaan hutan yang
diberlakukan oleh Departemen
Kehutanan memfasilitasi sejum-
lah orang untuk menjadi pemi-
lik modal yang kuat, skema itu
sendiri pada giliranya justru se-
makin rentan terhadap tekanan
politik-ekonomi dari kelompok
yang pernah difasilitasi tersebut.
Masalah yang harus diatasi oleh
institusi ini semakin hari semakin
pelik, diperparah oleh institusi
itu sendiri yang justru semakin
rentan terhadap tekanan-tekan-
an dari kelompok yang seharus-
nya bertanggung jawab untuk
mengatasi persoalan-persoalan
tersebut.

Kedua, dominasi negara da-
lam pengelolaan sumberdaya
hutan, menjadikan masyarakat
tidak merasa perlu harus ber-
tanggung jawab dalam pengelo-
laan hutan. Kita bukan hanya
tidak berhasil mengembangkan
institusi yang berfungsi merajut
aksi kolektif dari berbagai fihak
yang terkait, melainkan juga se-
makin sulit mendayagunakan
kearifan lokal dalam menjaga
kelestarian sumberdaya hutan.
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Ketiga, dominasi pemerintah
pusat menjadikan pemerintah
daerah merasa iri hati, utamanya
iri hati dalam menikmati sumber
keuangan dari pengelolaan hu-
tan. Bukannya daerah belajar
dari kesalahan yang pernah ter-
jadi, melainkan justru meng-
gunakan jurus aji mumpung. Di
era otonomi daerah belakangan
ini, yang berkembang adalah
spirit untuk secepat-cepatnya
mengeskploitasi sumberdaya hu-
tan sebelum kesempatan yang
ada ditutup kembali. Institusi
pemerintahan daerah lebih me-
rupakan replika keserakahan
pemerintah pusat, bukannya
menjadi garda terdepan dalam
pengendalian dampak pengelo-
laan hutan.

Keempat, kelembagaan adat
berikut kearifan lokal yang ter-
kandung di dalamnya, bukan
hanya terabaikan melainkan
juga termarginalkan. Dalam ba-
nyak kasus, departemen Kehu-
tanan justru terlibat konflik pe-
milikan hutan dengan sejumlah
masyarakatadat®. Persoalannya
berkembang bukan sekedar ter-
sia-siakannya kelembagaan adat
dalam skema pengelolaan hutan,

melainkan juga mencegah
masyarakat lokal untuk menda-
patkan manfaat yang optimum
dari skema tersebut. Jelasnya, es-
kalasi dan intensifikasi perubah-
an bio-fisik yang berlangsung
tidak dikawal dengan instrumen
kelembagaan yang memadai
dalam memastikan bahwa pe-
ngelolaan hutan yang berlang-
sung bermanfaat untuk rakyat
Indonesia, utamanya mereka
yang tinggal di kawasan hutan
itu sendiri. Lebih dari itu, mar- -
ginalisasi penduduk sekitar hu-
tan justru mengundang per-
soalan baru: perlawanan ter-
hadap kebijakan Departemen
Kehutanan, karena membekali
diri dengan instrumen untuk
itu?.

Pertautan persoalan-persoal-
an kelembagaan/institusional
tersebut di atas semakin mende-
katkan kita pada situasi krisis
ekologis. Perlu dicatat, krisis eko-
logis ini, telah dikondisikan oleh
krisis kelembagaan. Dalam situ-
asi seperti ini, ideologi — tepatnya
sila-sila Pancasila — tidak lagi bisa
memberikan acuan praktikal,
kecuali kalau kelembagaan yang
ada dibangun kembali dengan

20 Dalam catatan Walhi, bahkan sampai tahun 2003 masih tercatat banyak kekerasan
terhadap petani dan masyarakat adat terkait dengan perebutan kepentingan ins-
titusi negara atau perusahaan swasta. Http:/ /www.walhi.or.id/ kampanye/psda/

konflikmil/ konf_milit_info/

21 Beberapa kasusnya seperti, Pengusiran dan penangkapan masyarakat adat Watu-
putih oleh aparat Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, Penangkapan Petani,
Masyarakat Adat dan Aktivis di Bulukumba, Sulawesi Selatan , dan beberapa

wilayah yang lain. Ibid.
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spirit yang terkandung dalam -

sila-sila tersebut. Bagian akhir
tulisan ini akan menuntaskan
perbincangan tentang hal ini.

Kasus 2: Respon terhadap Peda-
gang Kaki Lima

Dalam paparan di atas dise-
butkan kuatnya kecenderungan
kita untuk semakin pragmatis.
Tidak berfungsinya sistem ditan-
dai oleh kuatnya kecenderungan
untuk merespon gejala-gejala
permukaan. Kualitas penangan-
an masalah sangat ditentukan
oleh kiprah aktor, bukan beker-
janya institusi yang punya rele-
vansi untuk itu. Penanganan per-
soalan pedagang kaki lima ada-
lah contoh yang paling jelas ten-
tang kecenderungan ini. Gejala
ini sekaligus juga memperlihat-
kan tidak berfungsinya sistem.

a. Kegagalan berfikir sistemik.

Untuk memperjelas hal ini
mari kita simak ilustasi berikut
ini: penanganan para pedagang
kaki lima (PKL). Di hampir se-
mua kota, Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) melakukan
penggusuran terhadap mereka.
Para PKL ini seringkali dituduh
sebagai biang kesemrawutan
dan kemacetan sejumlah ruas
jalan kota-kota besar. Tuduhan
ini memang ada benarnya. Tudu-
han mereka memang benar ka-
lau dilihat dari permukaan per-
soalannya. Memang, secara fisik
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mereka menggunakan badan
jalan untuk berjualan. Mereka
tidak mengindahkan hak para
penggunajalan, utamanya peng-
guna trotoar. Pemerintah, uta-
manya petugas Satpol PP, tidak
mau repot-repot mengali pangkal
persoalannya. Tugas mereka
menjalankan perintah: mengusir
PKL dari jalan. Kenyataan bah-
wa persoalan PKL ada di setiap
kota besar mengisyaratkan bah-
wa dibalik gejala permukaan ini
ada persoalan yang sifatnya
sistemik.

Ada problema serius, yang
ironisnya, tidak disadari pro-
blematikanya oleh banyak fihak
termasuk pemerintah. Problema
tersebut pada dasarnya adalah
sesat fikir, dan sesat fikir ini me-
lekat dalam konseptualisasi kita
tentang pembangunan. Agar
memiliki manfaatekonomi yang
optimal, pembangunan dilaku-
kan di lokasi yang sudah terse-
dia prasarananya. Untuk me-
mastikan hal itu, dilakukanlah
studi kelayakan, dan basis untuk
menentukan layak tidaknya ren-
cana pembangunan adalah efek
ekonomi (bukan efek kemanu-
siaan). Kalau suatu kegiatan
pembangunan menjanjikan aku-
mulasi modal, kegiatan tersebut
dinilai layak. Akibat dari proses
pembangunan yang seperti ini,
maka ada daerah yang sangat
terbangun dan ada daerah yang
senantiasa tertinggal dan tidak
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akan layak untuk dikembang-
kan. Cara berfikir dan bekerja
yang sangat teknokratis, terma-
suk pemberlakuan studi kela-
yakan tersebut di atas telah men-
justifikasi bagi berbagai bentuk
ketimpangan, bukannya mem-
perkecil kesenjang yang terjadi.
Repotnya, kejanggalan semacam
ini tidak dirasakan oleh mereka
yang memikirkan maupun yang
menjalankan. Ada semacam
sesat fikir dibalik proses yang te-
lah diterima sebagai kewajaran.

Sesat fikir seperti ini sudah
lama disadari setelah diperkenal-
kan oleh Michael Lipton dengan
sebutan urban bias*?. Ada bias
dalam alokasi sumberdaya, te-
patnya investasi. Yang didahu-
lukan dalam proses pemba-
ngunan adalah kemajuan orang-
kota. Orang desa yang merupa-
kan mayoritas terdiskriminasi
oleh konsep pembangunan yang
selama ini diadopsi. Nah, kita
tahu bahwa mayoritas pedagang
PKL adalah migran dari desa,
dan kalau mereka migrasi ke
kota sebetulnya hanyalah kon-
sekuensi logis dari diskriminasi
dalam alokasi sumberdaya di
perkotaan. Sialnya, dalam me-
respon persoalan PKL ini bukan-
nya kita mengkoreksi kesalahan
sistemik (sesat fikir dalam kon-
septualisasi pembangunan) me-
lainkan menggusur mereka yang

sedari awal adalah kurban dis-
kriminasi.

Contoh sederhana tentang
maltreatment terhadap PKL ini
mengisyaratkan inkonsistensi
pemerintah dalam berideologi,
tepatnya dalam memahami be-
kerjanya tatanan sistemik yang
berlangsung. Secara retorik pe-
merintah mengaku mengamal-
kan sila kedua, “kemanusiaan
yang adil dan beradab”. Yang
terjadi dalam banyak kasus ada-
lah tidak beradabnya pemerintah
karena tergantikannya nilai-nilai
kemanusiaan dengan nilai aku-
mulasi kapital. Dalam banyak
kasus, pembangunan sebetulnya
diselenggarakan demi berlang-
sungnya proses akumulasi kapi-
tal, bukan mengaktualisasikan
nilai-nilai kemanusiaan. Modal
yang semestinya diperlakukan
sebagai instrumen aktualisasi
nilai kemanusiaan justru dipe-
rankan sebagai dewa penentu.
Orang miskin yang paling men-
dambakan dan paling berhak
disantuni negara, justru menja-
di musuh pemerintah. '

Rapuhnya tatanan sistemik
sebagaimana diilustrasikan de-
ngan kasus penanganan PKL
tersebut di atas adalah konse-
kuensi dari pendangkalan atau
cerminan dari terkelupasnya tin-
dakan pemerintah dariideologi
yang secara resmi dicanangkan-

22 Lihat, Michael Lipton dalam Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Develop-
ment, MA: Harvard University Press, Cambridge 1977.
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nya. Runtuhnya sistem ditandai
oleh inkonsistensi antara ide-ide
mulia yang dilafalkan dengan
perilaku dan kebijakan-kebijakan
yang dibuatnya.

b. Kesimpangsiuran tatanan
kelembagaan

Satpol PP telah secara fulgar
memerankan diri sebagai kaki
tangan pimpinan daerah, tepat-
nya telah memerankan sebagai
aparatur untuk menegakkan Per-
aturan Daerah (Perda). Acuan
untuk bertindak lembaga ini ada-
lah ketentuan-ketentuan tertulis
yang telah dirumuskan menurut
proses-proses resmi yang berlaku.
Hanya saja, masih penting untuk
dipersoalkan apakah ketentuan-
ketentuan resmi tersebut konsis-
ten dengan penerapan nilai-nilai
Pancasila. Dalam kasus penggu-
suran PKL, jelas ada problem
kemanusiaan yang tidak di-
jawab dengan langkah yang
manusiawi, melainkan sebalik-
nya. Mengapa hal ini terjadi?
Salah satu tawaran penjelasan
terhadap pertanyaan ini adalah
karena tatanan kelembagaan
yang ada tidak terbingkai oleh
tatanan sistemik yang jelas. Misi
Satpol PP adalah menegakkan
ketenteraman dan ketertiban.
Repotnya, ketertiban yang ada
dalam jangkauannya adalah ke-
tertiban di lapis permukaan: ke-
tertiban yang kasat mata. Pada-
hal ketertiban yang kasat mata
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- tersebut dikendalikan oleh keter-

tiban yang tidak kasat mata: yak-
ni pola interaksi elit politik dan
elitekonomi. Dalam banyak ka-
sus, penertiban PKL dilakukan
untuk memungkinkan elit eko-
nomi untuk membuka atau
mengembangkan usaha. Kelem-
bagaan yang tidak kasat mata
namun sangat menentukan di
sini adalah interaksi kelemba-
gaan antara elit politik dan elit
ekonomi yang berlangsung di
tingkat lokal. Kerapian transak-
si antar elit menjadikan massa
harus rela digusur atas nama
ketidaktertiban.

Ketertiban dalam penggu-
naan badan jalan, secara norma-
tif diatur dalam ketentuan per-
undang-undangan tata ruang.
Sejauh pengamatan penulis, ki-
nerja peraturan tata ruang di
negeri ini masih jauh dari meng-
gembirakan. Sementara langkah-
langkah preventif dalam penya-
lahgunaan ruang tidak secara
sungguh-sungguh dilakukan,
Sapol PP akhirnya menjadi tum-
puan untuk mengatasi masalah
permukaan yang dihadapi.

Kasus 3: Panen Bencana

Belakangan ini kita menyak-
sikan semakin seringnya dan se-
makin dahsyatnya bencana-ben-
cana yang melanda negeri kita.
Kita tahu ada bencana yang, se-
cara langsung maupun tidak
langsung adalah buatan manu-
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sia (man-made disaster), dan ada
pula bencana yang berada di
luar jangkauan manusia. Yang
kedua ini biasa disebut sebagai
bencana alam (natural disaster).
Kekacuan berbagai tatanan sis-
temik, yang sebagian di antara-
nya disebutkan di atas, pada
akhirnya bermuara pada eskalasi
bencana, utamanya bencana
yang sedikit banyak bisa disebut
sebagai bencana “buatan” ma-
nusia.

Sistem sosial dan sistem eko-
nomi yang selama ini membaku-
kan perilaku kita telah sedemiki-
an jauh mengabaikan ekosistem,
dan pada gilirannya ekosistem
tersebut mengalami degradasi
besar-besaran. Kerentanan da-
lam suatu sistem berimplikasi
pada kerentanan sistem yang
lain. Sebagai contoh, kerentanan
ekonomi yang diakibatkan oleh
penggundulan hutan berlang-
sung bersamaan dengan akumu-
lasi kesejahteraan di tempat lain.
Di kawasan bekas eksploitasi
hutan menghasilkan perubahan
iklim dalam skala mikro dan ke-
rentanan terhadap banjir, ke-
kayaan yang didapatkan dari
eksploitasi hutan tadi dimanfaat-
kan untuk merangsang kosu-
merisme di tempat lain. Di satu
sisi ada masyarakat yang se-
makin rentan terhadap bencana,
di sisi lain ada masyarakat yang
semakin rakus terhadap kon-
sumsi sumberdaya alam. Pemu-

jaan terhadap konsumerisme ini
tidak dirasakan oleh para pe-
lakunya karena hal itu dibahasa-
kan secara sangat elegan sebagai
produktifitas dunia usaha. Yang
jelas, kerakusan terhadap sum-
berdaya alam bukannya menge-
kang kerentangan terhadap ben- -
cana yang terjadi di eks-kawas-
an hutan, melainkan justru seba-
liknya: saling memperkuat. De-
gradasi yang semakin parah ini
tidak memberikan pilihan lain
kepada kita selain memanen ben-
cana. Kita semakin rentan ter-
hadap krisis dan bencana. Dari
hari ke hari, semakin dalam ter-
jebak dalam suasana krisis, dan
pada saat yang sama, kita sering
ditimpa bencana.

Biaya untuk menanggulangi
bencana, meningkat dari waktu
ke waktu. Memang, ada banyak
bencana yang tidak bisa dihin-
dari, namun bencana yang di-
akibatkan oleh kegagalan sistem
proporsinya semakin banyak
dan frekuensinya semakin sering,
Sumberdaya yang sudah terba-
tas jumlahnya, harus dialokasi-~
kan untuk merespon krisis dan
bencana. Pemerintah yang di-
harapkan berperan sebagai pe-
rencana ternyata didekte oleh se-
makin banyak kondisi tak teran-
tisipasi. Bukannya pemerintah
memimpin kita dalam meniti ke-
majuan, sebaliknya kita semua
semakin dibiasakan untuk ka-
lang kabut alias menggunakan
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mentalitas darurat dalam meres-
pon situasi dan kondisi.

Perlu ditegaskan, dalam me-
respon situasi darurat acuan
baku yang bersifat sistemik bi-
asanya boleh diabaikan. Sehu-
bungan dengan semakin ba-
nyaknya persoalan yang ter-
bengkalai dan seringnya benca-
na menimpa kita, kita telah se-
makin terbiasa bekerja secara
darurat. Jelasnya, kita semakin
terbiasa bekerja diluar sistem.
Ironisnya, kesadaran tentang
kerentanan terhadap rapuhnya
tatanan sistemik tidak cukup
kuat terlihat, dan kalaupun ada
kegelisahan terhadap hal itu
maka sebarannya tidak merata.
Hanya mereka yang bersedia
merenung (melakukan refleksi
secara seksama) yang sepakat
bahwa problem yang kita hadapi
bersifatsistemik. Jelasnya, selama
ini kita sudah merasa yakin (fa-
ken for granted) bahwa kita telah
memiliki sistem yang handal,
namun sistem itu -kalau toh me-
mang ada -- tidaklah sehandal
yang kita bayangkan.

D.Agenda Aksi

Agar bisa merumuskan agen-
da aksi yang tepat, kita harus
mencermati akan persoalan ter-
kelupasnya Pancasila. Tanpa
bermaksud mengulang-ulang
pembicaraan, ada beberapa pel-
ajaran penting yang bisa dijadi-
kan acuan dalam merumuskan
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agenda aksi. Mari kita cermati
butir-butir pelajaran berikut ini.

1. Butir-Butir Pelajaran

Dari pembahasan tersebut di
atas ada sejumlah pelajaran
penting yang sekiranya bisa me-
warnai upaya-upaya kita dalam
membangunan kehidupan ber-
bangsa dan bernegara yang se-
suai dengan ajaran Pancasila.
Beberapa diantaranya dipapar-
kan secara singkat sebagai ber-
ikut.

Pertama, kehandalan institusi
pemerintahan. Secara normatif
pemerintah memang menjadi
andalan, dan oleh karenanya,
harus dipastikan pemerintah
memang bisa diandalkan. Yang
dipersoalkan dalam pembahasan
di atas bukanlah peran sentral
pemerintah melainkan ketidak-
beresan dalam menjalankan pe-
ran tersebut. Bukannya memas-
tikan dirinya bekerja atas dasar
tata kelembagaan dan framework
yang diturunkan dari nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasi-
la, melainkan justru memindah-
kan kewajiban kepada masya-
rakat. Masyarakat dituntut un-
tuk menjadi Pancasilais namun
kebijakan-kebijakan yang dise-
lenggarakan tidak terjamin kon-
sistensinya sebagai aktualisasi
nilai-nilai Pancasila. Karena alas-
an tersebut di atas maka: (1)
Lokus utama proses ideologisa-
si, setidaknya dalam beberapa
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dekade ke depan, adalah institusi
pemerintahan. Harus diupaya-
kan agar aparatur pemerintah
adalah vanguard ideologi Pan-
casila, (2) Ideologisasi dilakukan
melalui tindakan nyata, utama-
nya dalam bidang yang digeluti-
nya. Sekali lagi, ideologisasi ti-
daklah sekedar proses kognisi:
mengenali dan memahami nor-
ma-norma yang ingin diberlaku-
kan. Sebagai contoh, karena ko-
mitmennya terhadap sila per-
satuan Indonesia, aparat perta-
hanan dan keamanan dituntut
untuk memahami akar persoalan
sebelum mengambil tindakan
represif, dan senantiasa memini-
malisir penggunaan kekerasan
dalam mengatasi masalah.
Mengapa demikian? Kekerasan
akan dibalas dengan kekerasan
dan penggunaan kekerasan yang
tidak semestinya justru meng-
kondisikan sejumlah daerah un-
tuk menuntut kemerdekaan.
Jelasnya, maunya menjaga ke-
satuan namun yang dihasilkan

justru mengkondisikan perpe-

cahan, (3) Proses utama yang
ada dalam kendali pemerintah
adalah policy-making. Oleh
karenanya harus dipastikan bah-
wa, proses policy-making yang
berlangsung adalah proses
mengekspresikan komitmen ter-
hadap ajaran Pancasila. Karena
begitu luas cakupan kebijakan
yang ditangani pemerintah, dari
kebijakan yang sifatnya prinsipil

hingga kebijakan yang sifatnya
teknis-operasional, maka priori-
tas perlu diletakkan pada kebi-
jakan-kebijakan dasar dan stra-
tegis.

Kedua, sungguhpun pemerin-
tah memegang posisi strategis
dalam proses ideologisasi, pen-
ting juga untuk dicatat bahwa
pemerintah tidak mendominasi
pemaknaannya. Pancasila perlu
diperlakukan sebagai ideologi
terbuka, dalam arti: (1) masya-
rakat pun bisa ikut memaknai.
dan mempraktekkannya, dan (2)
penafsiran perlu direkontekstu-
alisasi secara terus menerus, (3)
ideologisasi tidak hanya meng-
andalkan pada proses pengha-
yatan dan pengamalan nilai-nilai
yang dijunjung tinggi melainkan
juga proses refeksi terhadap tra-
disi-tradisi yang dianggap baik,
(4) peran strategis pemerintah
adalah merumuskan batas terlu-
ar dalam proses perdebatan
dalam penafsiran dan pemak-
naan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, Pancasila perlu di-
praktekkan tidak hanya dalam
tataran perilaku individual me-
lainkan juga dalam tata kelem-
bagaan dan pembakuan siste-
mik. Sistem yang terbakukan
harus terus menerus dikritisi apa-
kah sejalan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasi-
la.

Keempat, pengamalan Pan-
casila perlu dilakukan di setiap
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lapis: (1) tatanan sistemik, (2) tata
kelembagaan, dan (3) perilaku
sehari-hari. Pengalaman pada
tataran tata kelembagaan pem-
bakuan sistem, selama ini luput
dari perhatian kita, dan di masa
depan hal ini tidak boleh terjadi.
Sebagaimana diperlihatkan da-
lam pembahasan di atas, sistem
dan tata kelembagaan pemerin-
tahan (dan juga sistem dan tata
kelembagaan yang lain) merupa-
kan medium strategis dan vital
bagi proses ideologisasi. Berbagai
acuan ideologis yang telah diru-
muskan berperan tidak lebih dari
sekedar daftar harapan, lebih te-
patnya daftar keinginan peme-
rintah tentang apa yang dike-
hendaki dari rakyatnya. Tidak-
lah realistis pemerintah berharap
banyak dari masyarakat kalau
apa yang dilakukannya tidak
juga menjawab harapan rakyat.
Idealnya, pemerintah dan rak-
yatnya terjalin dalam suatu ta-
tanan sistemik.

2. Agenda Aksi

Dalam rangka meminimali-
sir kesalahan di masa lalu dan
mengembangkan cara baru ber-
pancasila, ada serangkaian agen-
da yang perlu dirumuskan dan
dijalankan. Agenda-agenda ter-
sebut perlu dikelola sebagai suatu
gerakan yang melibatkan ber-
bagai simpul, baik dalam domain
resmi (pejabat pemerintahan
ataupun aktivis organisasi-or-
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ganisasi non-pemerintah) mau-
pun dalam domain tidak resmi.
Untuk itu, pertama-tama harus
ada group yang mengelola inisiasi
gerakan ini. Dari pelibatan ber-
bagai simpul jejaring diharapkan
muncul berbagai agenda. Agar
agenda tersebut terkelola dengan
baik, harus ada pengembangan
kecakapan, sarana dan prasara-
na untuk merumuskan dan mem-
fasilitasi proses agenda setting
yang berlangsung. Salah satu
agenda yang tidak boleh dilupa-
kan adalah pemberdayaan apa-
rat dan institusi pemerintahan
agar bisa melakukan konsolidasi
pengamalan Pancasila. Berbagai
review perlu dilakukan secara
partisipatif untuk memastikan
tata kelembagaan dan tatanan
sistemik yang kita miliki sudah
sejalan dengan pemaknaan kita
tentang Pancasila. Paparan rin-
ci tentang skema tersebut di atas
dipaparkan secara rinci berikut
ini.

1. Pengembangan Jejaring Pan-
casilais.

Salah satunya adalah meman-
faatkan jaringan komunitas aka-
demik yang memiliki perhatian
Pancasila. Sebutkanlah jika civi-
tas akademika Universitas Ga-
djah Mada berikut alumninya,
secara terbuka telah menyatakan
komitmennya pada Pancasila.
Komunitas akademik ini telah
memiliki jejaring yang relatif
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mapan di seluruh negeri, dan
bergerak di berbagai sektor dan
segmen kehidupan, baik segmen
pubik maupun privat. Simpul
jaringan civitas akademika UGM
bisa mempelopori pengembang-
an jejajaring untuk menegakkan
Pancasila secara konseptual
maupun operasional.

Proses pengembangan jeja-
ring ini perlu dilakukan secara
terus-menerus sehingga tidak lagi
menjadi milik civitas akademika
UGM dan alumninya saja. Un-
tuk itu harus ada manajemen je-
jaring dan pertemuan berkala
untuk memastikan peningkatan
kekuatan dan perkembangan je-
jaring tersebut. Dalam manaje-
men jejaring ini pertautan antar
berbagai komunitas akan terjalin,
dan ketika peserta yang telibat
semakin banyak dan beragam,
suatu protokol perlu dirumus-
kan. Pertemuan rutin ini pula
yang menjadi medium untuk sa-
ling bertukar ide dan agenda.

2. Agenda setting: Pancasila
Sebagai Acuan dalam Me-
ngarungi Perubahan.
Pengembangan jejaring baru-

lah langkah paling awal. Jejaring

tidak akan tahan lama dan di-

ikuti lebih banyak orang dan sim-

pul kalau mereka tidak bisa
menggalang komitmen praktis
dan sumberdaya yang diperlu-
kan untuk memastikan tumbuh
dan berkembangnya jejaring

tersebut.

Proses agenda setting pada
dasarnya adalah proses sharing
kegelisahan. Dalam rangka ini,
berbagai keresahan publik yang
bersumber dari ketidakseriusan,
keteledoran maupun perlawan-
an (baik secara terbuka maupun
diam-diam) terhadap nilai-nilai
Pancasila diwacanakan ke pu-
blik.

Perlu dicatat, munculnya
suatu wacana akan memancil
wacana tandingan. Orang-orang .
yang tidak serius dan dalam po-
sisi (akan) dirugikan oleh agen-
da yang muncul dan ber-
kembang, kiranya akan melaku-
kan serangan balik, dengan
melakukan yang setidaknya se-
tara. Ini berarti bahwa, dalam
proses agenda setting perlu ada
kelompok yang mengelola per-
tarungan wacara tersebut.

Agenda setting senantiasa di-
warnai oleh kontroversi, dan dari
kontroversi tersebut, terbuka pe-
luang terjadinya tindak keke-
rasan. Oleh karena itu, yang
dikelola dalam proses agenda set-
ting bukan hanya gagasan-
gagangan reflektif-kreatif me-
lainkan juga mobilisasi energi
dari berbagai fihak untuk me-
menangkan argumentasinya.
Kepiawaian dalam mengelola
konflik adalah prasyarat yang
harus dipenuhi ketika melibat-
kan diri dalam pertarungan ide-
ide publik, apalagi ide-ide yang
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disakralkan (sangat dijunjung
tingg).

Agar ide yang diusung men-
dapat seluas mungkin perhatian
publik, harus dipastikan jejaring
yang ada memiliki akses ter-
hadap media massa, baik media
cetak maupun media elektronik.
Ini berarti para wartawan dan
redaktur dan pengusaha dari
berbagai media massa perlu di-
posisikan sebagai pelaku penting
dalam gerakan ini.

Agenda setting dikatakan ber-
hasil mereka yang terlibat dalam
gerakan menambatkan komit-
men untuk ambil bagian, seti-
daknya bagian yang mereka bisa
memberikan kontribusi tanpa
terlalu repot. Mereka perlu diga-
lang untuk ambil bagian pada
level dan bagian memungkinkan
memberikan kontribusi tanpa
terlalu banyak kehilangan. De-
ngan begitu, kontribusi tidak

hanya dirasakan ringan oleh

para kontributornya, melainkan
juga bersifat tepat guna. Proble-
manya adalah, bagaimana me-
ngelola kontribusi yang beragam
tersebut namun terajut dalam
suatu kerangka tertentu. Hal ini
harus ditemukan dari perbin-

cangan yang melibatkan ber-
bagai fihak.

3. Pemberdayaan Pemerintah
dalam Aktualisasi Pancasila

Dalam berbagai kebijakan
yang diambil, tidak jarang pe-

35

merintah tanpa sadar telah me-
lebih-lebihnya kemampuannya.
Hal ini terjadi ketika para peja-
bat dan aparatur pemerintah
mengasumsikan: (1) tidak punya
masalah koordinasi, (2) tidak
mengalami distorsi dalam pe-
nyampaian informasi berantai,
(3) idak memiliki kepentingan
terselubung (vested interest) di
balik apa yang mereka lakukan,
(4) bisa memahami keragaman
konteks yang ada di setiap wi-
layah dan kondisi di negeri ini
sehingga bisa memberikan res-
pon yang memuaskan melalui
satu kebijakan yang sama di
wilayahnya. Pembicaraan ten-
tang kemampuan pemerintah
biasanya dicampuradukkan de-
ngan penggunaan hak istimewa
negara untuk memaksakan ke-
hendak, melalui aparat represi
(militer dan birokrasi). Sehu-
bungan dengan keperluan untuk
memiliki institusi pemerintahan
yang kuat, maka perlulah kira-
nya diagendakan pemberdayaan
pemerintah dengan melibatkan
kekuatan publik. Pemberdayaan
pemerintah adalah juga agenda
rakyat agar memiliki institusi
yang handal untuk mengatasi
persoalan publik. Harapannya,
pemerintah yang berdaya ini
pada gilirannya bisa mencon-
tohkan perilaku dan inisiatif ke-
bijakan yang merupakan penja-
baran dari Pancasila. Pertanya-
annya: bagaimana mewujudkan
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hal itu ?

Perlu dicatat bahwa dalam
jajaran birokrasi pemerintah
hampir bisa dipastikan adanya
orang-orang baik, orang-orang
yang punya komitmen yang se-
jalan dengan ajaran Pancasila.
Perlu diusahakan agar orang-
orang seperti ini masuk dalam je-
jaring untuk mengembangan
pengamalan Pancasila. Keterli-
batan mereka yang memiliki po-
sisi strategis akan memperkuat
kapasitas jejaring yang ada un-
tuk merumuskan langakah-lang-
kah yang perlu diambil untuk itu.
Merekalah yang kiranya berada
dalam posisi strategis untuk
menggerakkan dan mengelola
proses agenda setting dan peng-
galangan kapasitas internal yang
diperlukan.

Berbagai inisitatif dalam ska-
la kecil perubahan-perubahan in-
ternal yang sudah dimulainya
perlu diberi payung hukum dan
inisiatif tersebut pada gilirannya
menjadi agenda formal. Pada
saat inilah dukungan publik sa-
ngat diperlukan agar inisiatif un-
tuk menggalang perubahan in-
ternal gayung bersambut dengan
agenda publik yang sudah di-
usung berbagai fihak.

4. Review tata kelembagaan
dan perumusan langkah-
langkah pembenahannya

Tata kelembagaan adalah pe-
rangkat terdekat yang bisa dian-

dalkan untuk memagari komit-
men terhadap nilai-nilai yang
dijunjung tinggi oleh orang-
orang yang terlibat di dalamnya.
Nilai-nilai yang dijunjung tinggi,
dalam konteks ini, adalah Pan-
casila. Kalau nilai-nilai pokok
daiam pancasila dijadikan acuan
dasar dalam pembakuan tata
kelembagaan maka di situlah
orang sebetulnya secara lang-
sung dan konkrit telah ambil
bagian dalam melembagakan
Pancasila. Sebagai contoh, untuk
memagari komitmen terhadap
nilai ’kemanusiaan’, maka nilai
tersebut harus diserap sebagai
spirit penyelenggaraan organisa-
si. Aturan main apapun yang
diberlakukan dalam organisasi
tersebut harus diminalisir kon-
tradiksinya dengan nilai ‘ke-
manusiaan’. Contoh lain, kalau
nilai ‘persatuan Indonesia’ hen-
dak dijunjung tinggi dalam setiap
institusi pemerintahan harus di-
pastikan kebijakan-kebijakan
yang diputuskannya tidak de-
ngan mudah memicu rasa
kecemburuan dan konflik antar
kelompok. Oleh karena itu, insti-
tusionalisasi proses kebijakan
yang sensitif konflik sangat diper-
lukan. Kalau suatu institusi telah
bersungguh-sungguh memasti-
kan kebijakan-kebijakannya
tidak memicu konflik, maka ko-
mitmen kelembagaan untuk
menggalang persatuan Indonsia
teraktualisasi dengan baik.
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Dalam rangka menuju ke
arah itu, perlu ditradisikan suatu
review kelembagaan instansi pe-
merintah. Dari review itu perlu
diidentifikasi nilai-nilai yang se-
lama ini telah mendasari kiner-
janya, di samping juga diidenti-
fikasi nilai-nilai Pancasila yang
tidak teraktualisasi di dalamnya.
Dari review ini akan bisa diten-
tukan nilai-nilai apa yang harus
diubah agar konsisten dengan
nilai-nilai Pancasila, dan juga
nilai-nilai apa yang harus ditum-
buhkembangkan agar nilai-nilai
Pancasila bisa hadir dalam ke-
hidupan kolektif di lembaga
tersebut.

Untuk memudahkan proses-
proses tersebut di atas berlang-
sung dengan mulus dan sinergis,
perlu dikembangkan proses orga-
nizational learning. Proses pem-
belajaran organisasi yang ber-
langsung kiranya akan me-
mudahkan nilai-nilai yang baik
semakin terakumulasi dalam
praktek dan nilai-nilai yang tidak
dikehendaki bisa semakin di-
tanggalkan.

5. Review tatanan sistemik dan
rancangan revitalisasinya
Proses yang diusulkan di sini

pada dasarnya sama dengan

proses yang diusulkan untuk per-
soalan tata kelembagaan. Perbe-
daan satu-satunya adalah bah-
wa review tatanan kelembagaan
sifatnya lebih abstrak, dan opera-
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sionalisasinya lebih rumit. Oleh
karena itu pelaksanaannya akan
lebih mudah sekiranya tata ke-
lembagaan yang ada sudah diba-
kukan. Yang jelas, dalam mela-
kukan review tatanan sistemik ini
ide-ide yang menjadi spirit dasar
bagi perilaku kolektif tatanan
sistemik setempat.
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